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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita
semua. Sidang hari ini adalah untuk pengucapan beberapa putusan, ada
sembilan. Yang pertama atau sesi pertama, ada dua perkara. Kemudian
sesi kedua, nanti jam 13.30 WIB, ada tujuh perkara. Dari sembilan
perkara, tadi sudah diabsen oleh Kepaniteraan, dan para pihak dinyatakan
semua hadir. Untuk itu, Majelis tidak perlu lagi mengecek atau melakukan
absen ulang.

Untuk itu, kita langsung membacakan atau mengucapkan Putusan
untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-XVIII/ 2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA),
yang diwakili oleh:

1. Nama : Ahmad Ridha
Sabana selaku Ketua
Umum

2. Nama : Abdullah  Mansyuri
selaku Sekretaris
Jenderal

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal
3 Juli 2020, memberi kuasa kepada M. Maulana
Bungaran, S.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai --Pemohon;




[1.2]

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan
Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;

Membaca keterangan ahli Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.6]

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal

173 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi

sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk

Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a, b, ¢, d, e, f, dan

g dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih

lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan apakah permohonan a gquo memenuhi kriteria

sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78

ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(selanjutnya disebut PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a

guo dapat dilakukan pengujian kembali. Dengan demikian

terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan
sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan
pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor
53/PUU dan seterusnya Tahun 2017 dan telah diputus
pada tanggal 11 Januari 2018, dengan amar putusan
antara lain, “Menyatakan frasa ‘telah ditetapkan/”
dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan
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[3.8.2]

[3.8.3]

[3.8.4]

[3.8.5]

seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

Bahwa dalam perkara Nomor 53/PUU dan seterusnya
Tahun 2017 Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa
“telah ditetapkar’’ dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal
173 ayat (3) UU 7/2017 bersifat diskriminatif karena
partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan
ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019
sedangkan partai politik peserta Pemilu 2014 tidak
diwajibkan  ikut  verifikasi sehingga  sekaligus
menciptakan standar ganda. Selanjutnya Pemohon
dalam  perkara Nomor  53/PUU-XV/2017 juga
mendalilkan bahwa verifikasi partai politik adalah
sarana untuk menciptakan fair play dan menjadi bagian
penting sebagai instrumen  demokrasi  untuk
mengembalikan kepercayaan publik maka harus
diberlakukan terhadap seluruh partai politik; lagi pula,
jika dilakukan verifikasi, belum tentu partai politik
peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi dengan
adanya tambahan pemekaran daerah otonom baru
Tahun 2015;

Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 53/PUU-
XV/2017 dalam mendalilkan permohonannya
sebagaimana tersebut di atas menggunakan dasar
pengujian Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Bahwa adapun dalam perkara @ quo, Pemohon
sebagaimana terurai dalam Paragraf [3.7] pada
pokoknya mendalilkan bahwa bagi Partai Politik yang
sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi
tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya.
Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus
dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai
peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus
dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, ketika hasil
verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti
Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan
lagi proses verifikasi. Hal tersebut menurut Pemohon
adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas
hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan
dengan prinsip keadilan hukum.

Bahwa Pemohon dalam perkara a qguo  dalam
mendalilkan permohonannya sebagaimana tersebut di



[3.9]

[3.10]

[3.11]

[3.12]

atas menggunakan dasar pengujian Pasal 28H ayat (2)
UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan a
guo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a guo
memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat
(2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a guo dapat diajukan
kembali.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi

Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan

Pemohon lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari

dalil Pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis DPR,

mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, membaca
keterangan tertulis ahli Pemohon, serta memeriksa bukti

Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai

berikut:

[3.11.1] Bahwa terhadap verifikasi partai politik, Mahkamah
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari
2018 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan tersebut dianggap telah dibacakan.

[3.13] Juga dianggap telah dibacakan sampai dengan paragraf [3.13.7],

[3.13.8].

[3.11.2] Bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
tersebut oleh karena argumentasi dan dasar pengujian
dalam permohonan 53/PUU-XV/2017 berbeda dengan
argumentasi dan dasar pengujian permohonan a guo,
dan sekalipun dalam beberapa putusan Mahkamah,
Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan
dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang
harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi
partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini
dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan
kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau
berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam
berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya
fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk
melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi
dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang
harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19,
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serta dengan memperhatikan perspektif keadilan, yaitu
memperlakukan sama terhadap sesuatu yang
seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan
berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan berbeda. Terhadap pertanyaan tersebut
Mahkamah memberikan pertimbangan sabagaimana
termuat dalam pargraf-paragraf selanjutnya di bawah
ini.

3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dasar pengujian yang diajukan oleh
Pemohon, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”, Mahkamah perlu
mepertimbangkan bahwa meskipun Pasal tersebut tidak terkait
dengan hak-hak politik warga negara, namun karena pasal yang
diajukan oleh Pemohon untuk diuji ke Mahkamah adalah terkait
dengan hak politik warga negara maka Mahkamah sebagai
lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga hak-hak
konstitusional warga negara, perlu mempertimbangkan hak-hak
konstitusional politik warga negara yang tertuang di dalam UUD
1945, yang banyak menyebut perlindungan terkait dengan hak-
hak politik warga negara, seperti hak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa dalam kaitan ini
Pemohon yang merupakan badan hukum partai politik, yang di
dalamnya beranggotakan warga negara Indonesia yang
menentukan pilihannya dengan menggunakan hak-hak politiknya
di mana sudah seharusnya partai politik harus memperjuangkan
hak anggotanya baik secara individual maupun secara kolektif.
Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan terkait
dengan hak konstitusional politik-nya, Mahkamah memandang
bahwa hak demikian dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan hukum individu, kepentingan
hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Dengan
kata lain, selama tidak ada pelanggaran terhadap penjaminan
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain serta termasuk pula bukan sebagai tindakan diskriminasi.
Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan verifikasi partai politik,
sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan hak
konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam
kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal
mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik
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[3.13]

yang melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi oleh partai politik vyaitu antara lain dengan
diharuskannya verifikasi. Partai Politik yang telah mengikuti
Pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang
berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki
kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu
yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap
partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam
rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas
penyelenggaraan Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut
apakah verifikasi kembali terhadap partai politik yang pernah
diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk menjadi peserta Pemilu
merupakan bentuk pengingkaran prinsip persamaan yang adil
atas kesempatan (the principle of fair equality of oppurtunity)
sehingga bertentangan dengan UUD 19457 Untuk menjawab
pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan
kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu
selanjutnya, baik itu partai politik yang lama (yang pernah
diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun
partai politik yang baru (partai politik yang belum pernah
diverifikasi dan tidak pernah mengikuti Pemilu atau pernah
diverifikasi namun tidak lolos), dengan pertimbangan kekinian dan
memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama
terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan
memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan berbeda.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan
Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah
ditetapkanylulus verifikasi oleh KPU’, yang kemudian ketentuan
tersebut sepanjang frasa "telah ditetapkan/” telah dinyatakan
bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh
Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian bunyi
ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, " Partai
Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi
oleh KPU.” Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017, Mahkamah juga membatalkan keberlakuan
Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, “Partai politik
yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai
Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat
(3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua
partai politik untuk dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak



[3.14]

[3.15]

[3.16]

2019 dan partai politik yang lolos verifikasi memiliki hak
konstitusional sebagai peserta Pemilu.

Menimbang bahwa dalam perkembangannya pasca Pemilu
serentak 2019, Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 ini dimohonkan
kembali pengujiannya oleh Pemohon (Partai Garuda) melalui
Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada petitumnya
Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 173 ayat (1) UU
7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai "Partai yang telah lulus
verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu
selanjutnya’. Artinya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar
pada Pemilu serentak 2024, terhadap partai politik peserta Pemilu
2019 tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang.

Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 dan seterusnya
Tahun 2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi
partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik
diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu
selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan
syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu
kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing
Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban
verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos
ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos
ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu
sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti
Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan
tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena
memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan secara berbeda.

Menimbang bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap partai
politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat
penting dan strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi
perwujudan aspirasi rakyat. Melalui partai politik inilah rakyat
menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar
dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi
perwakilan seperti halnya Indonesia. Namun demikian, tidak
semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya partai
politik yang memenuhi syaratlah yang memiliki kesempatan
menjadi peserta Pemilu. Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017,
partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut: a sampai i dianggap dibacakan.



[3.17]Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik
peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian
yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu
merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat
nasional (terkecuali partai politik lokal). Oleh karena itu, struktur
kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala
nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota
di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50%
(lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang
bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan
terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak
selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu
serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary
Threshold sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai
politik yang tidak lolos parfiamentary threshold sehingga tidak
memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta
Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun
di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan
perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan
suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka
pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan
suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan
dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada
“verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif
keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan
adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu
yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi
secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik
partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun
partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu,
terhadap partai politk yang lolos/memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara administrasi
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang
tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parfiamentary Threshold,
partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual
hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai
politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang
menyatakan,” Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik
yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945
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sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah Iulus
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap
diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi
secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak
memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai
politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi
kembali secara administrasi dan secara faktual, hal
tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap
partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan
pertimbangan hukum fersebut, permohonan Pemohon beralasan
menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon
beralasan menurut hukum untuk sebagian;

KETUA: ANWAR USMAN
KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu
merupakan partai politik yang telah Ilulus verifikasi oleh KPU",
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu
2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold
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pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun
tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak
lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold,
partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota,
diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan
secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang
berlaku terhadap partai politik baru”.

Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi @ guo, 3 (tiga) orang Hakim
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo,
dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda
(dissenting opinion) sebagai berikut:

Silakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Bahwa Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta
Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh
KPU” yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017,
tertanggal 11 Januari 2018, perihal frasa “telah ditetapkan” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis
UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan
demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-XV/2017
secara konstitusional, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berubah
menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus
verifikasi oleh KPU”. Dalam petitum permohonan & qguo, Pemohon
memohon agar Mahkamah menyatakan “ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai
yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk
Pemilu selanjutnya”. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Pemohon. Terkait
dengan putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim
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Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki
pandangan/pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan putusan a guo
dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1)
UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah
ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik
yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar yang perlu
dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 untuk memperkuat desain
sistem pemerintahan presidensial adalah apakah norma “Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945? Sehubungan dengan
itu, merujuk pokok permohonan Pemohon, terdapat dua pertanyaan
turunan yang juga perlu dijawab, vyaitu: (1) apakah benar bahwa
argumentasi Mahkamah tidak relevan lagi, khusus alasan hukum bahwa
keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dibangun atas semangat
penyederhanaan partai politik dalam pemilu, yaitu belajar dari
pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai politik peserta pemilu yang telah
diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu
memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan kemudahan dan perlakukan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945,
sehingga tidak perlu diverifikasi kembali pada periode pemilu berikutnya?

Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami
akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu
yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagaimana termaktub dalam
petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a guo dimaknai menjadi
“Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali
untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang
lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi
“Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali
untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara benar dan saksama
petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki tersebut menjadi tidak
jelas ihwal partai politik yang bagaimana yang dikehendaki karena tidak
dibedakan lagi antara partai politik yang belum terdaftar di kementerian
hukum dan hak asasi manusia dengan partai politik yang telah terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta tidak pula dapat
dibedakan status partai politik peserta pemilu dengan partai politik yang
belum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta partai
politik yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau
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setidak-tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu
sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, disadari
atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas
mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan
verifikasi partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, dalam batas
penalaran yang wajar, Mahkamah harus menyatakan permohonan
Pemohonan adalah kabur (obscuur libel).

Bahwa selanjutnya, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian dalam permohonan & guo merupakan norma
yang memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sekalipun norma konstitusi
dimaksud memberikan kesempatan bagi setiap orang, namun bukan
bermakna bahwa norma tersebut berlaku untuk siapa pun. Sebab, frasa
“setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus
dibaca dalam satu napas dengan frasa “guna mencapai persamaan dan
keadilan”. Dengan membaca dua frasa “guna mencapai persamaan dan
keadilan” tersebut dalam satu kesatuan maksud, maka kemudahan dan
perlakukan khusus dimaksud hanya boleh atau dapat diberikan kepada
orang Yyang apabila tanpa adanya kemudahan dan perlakukan khusus
dimaksud ia tidak mampu mencapai persamaan dengan orang lain,
sehingga ia tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara
khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai
persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan apa yang
dikenal dengan affirmative action. Penegasan Mahkamah Konstitusi perihal
keterkaitan affirmative action sebagai wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat
(2) UUD 1945 dapat dibaca, misalnya, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 12 Maret
2014; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-X1/2013, tanggal
12 Maret 2014. Tidak hanya itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut secara substansial menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang
bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) ditujukan untuk
mendorong dan sekaligus mempercepat kelompok masyarakat tertentu
atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan
sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan
kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.
Ditegaskan pula dalam putusan-putusan tersebut, affirmative action dalam
pemilu sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
misalnya kuota 30 (tiga puluh) persen bagi perempuan sebagai bentuk
perlakuan khusus untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dicantumkan dalam
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
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Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan
Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik
peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi sebagai
peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik yang telah
pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali ketika
hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu berikutnya?
Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan lanjutan,
apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu
sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, partai politik
yang telah diverifikasi dan dinyatakan Ilulus verifikasi dalam pemilu
sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat mencapai
persamaannya dengan partai politik lainnya?

Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta
pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama
sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk
mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai
politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi
partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada
pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat
menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing
partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan
syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka
sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah
diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak
memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  persamaan  dalam
kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu,
keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk
diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami menyampaikan pendapat
hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari permohonan
Pemohon sebagai berikut :

Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU
Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam
pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 2019,
penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa penilaian
Pemohon & quo pada dasarnya hendak mendeligitimasi pendapat
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017,
hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma Pasal 173 ayat (1)
UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan sebagai berikut: Paragraf
[3.13.6] dalam putusan nomor 53 dianggap dibacakan.

Bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi
partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik
peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan a guo sama
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sekali tidak kehilangan relevansi sebagaimana didalilkan Pemohon.
Sekalipun hal itu hendak diuji dengan realitas jumlah partai politik peserta
Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak
dibandingkan jumlah partai politik peserta pemilu 2014. Kondisi demikian
justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum Mahkamah
dalam putusan a qguo, di mana sekalipun telah dilakukan verifikasi
terhadap semua partai politik calon peserta pemilu, jumlahnya tetap saja
dapat bertambah. Terlebih lagi, verifikasi dapat memperkuat kesiapan
partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika verifikasi partai politik
calon peserta pemilu ditiadakan termasuk bagi partai politik peserta
pemilu yang telah lulus verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru
penambahan jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu akan semakin
banyak. Sebab, tidak akan pernah partai politik telah Ilulus verifikasi
sebelumnya yang tereliminasi sebagai peserta pemilu, karena secara
otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pemilu
periode-periode berikutnya karena telah pernah dinyatakan lulus verifikasi
sebagai peserta pemilu. Karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 & qguo tetap
relevan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubahnya.

Kedua, Pemohon mendalilkan bahwa partai politik peserta pemilu
yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus menjadi partai politik peserta
pemilu pada satu periode pemilu tertentu memiliki hak untuk
mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil a guo,
di samping partai politik bukanlah subjek hukum yang patut mendapatkan
perlakuan khusus yang dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
sebagaimana diuraikan di atas, pokok permohonan Pemohon justru akan
menyebabkan terjadi perlakuan berbeda terhadap partai politik calon
peserta pemilu. Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik
baru, maka partai politik calon peserta pemilu justru akan mendapatkan
perlakuan secara berbeda. Kondisi demikian justru bertentangan dengan
maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 itu
sendiri. mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu
untuk memberikan jaminan perlakukan yang sama bagi semua partai
politik, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] him. 114 antara lain mempertimbangkan
sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa pertimbangan a guo secara jelas dan tegas berangkat dari
semangat bahwa semua partai politik calon peserta pemilu mesti
diperlakukan secara setara. Segala bentuk pembedaan yang menyebabkan
unfairness penyelenggaraan pemilu mesti dieliminasi. Adapun dalil
Pemohon yang meminta agar partai politik yang telah diverifikasi dan
dinyatakan lulus dalam satu periode pemilu diberikan perlakuan khusus
untuk tidak diverifikasi kembali, justru bertolak belakang dengan kehendak
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konstitusi agar semua diperlakukan secara sama, termasuk partai politik
dalam kaitan dengan kepesertaanya dalam pemilu.

Bahwa selanjutnya, dalil yang dikemukakan Pemohon juga tidak
sejalan dengan realitas partai politik sebagai badan hukum yang bersifat
dinamis. Sebagai badan hukum yang sangat dinamis, keterpenuhan syarat
sebagai peserta pemilu pada periode pemilu tertentu menuntut adanya
pemeriksaan kembali atau verifikasi ulang atas keterpenuhan syarat
dimaksud pada periode pemilu berikutnya. Terkait hal ini, Mahkamah juga
telah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017 Sub-Paragraf [3.13.7] angka 3 him. 116-117 sebagai
berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus
verifikasi dalam satu periode pemilu dapat menjadi partai politik peserta
pemilu tanpa dilakukan pengecekan kembali terhadap keterpenuhan
syaratnya sebagai peserta pemilu, hal tersebut justru akan menjadi
penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai politik sebagai
infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang
demokratis. Pada saat yang sama, hal tersebut juga menyebabkan
mekanisme kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong
partai politik menjadi partai politikk yang sehat dalam menopang
berjalannya demokrasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan adanya pertimbangan yang
diuraikan di atas, kami berpendapat Mahkamah tidak memiliki alasan yang
kuat untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017. Oleh karena itu, verfikasi partai politik, baik administratif
maupun faktual, sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat
sistem pemerintahan presidensial. Menerima logika Pemohon dengan
menghapus keharusan verifikasi, baik administratif maupun faktual, bagi
semua partai partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas
mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik dalam sistem
pemerintahan presidensial. Seharusnya, untuk memperkuat sistem
pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan
verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta
pemilu. Membenarkan sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan
verifikasi, terutama verifikasi faktual, sebagai peserta pemilu dapat
mengubah dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju
pendulum yang berbeda.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya
Mahkamah menolak dan menyatakan permohonan Pemohon tidak
beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat

diterima (kabur).
%k %k %k
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KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny
Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis,
tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu
dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.26 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 104/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:

Nama : Charlie Wijaya

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Apartemen Green Park View Tower
F841, Sumur Bor, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----------- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a
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[3.2]

[3.3]

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah

adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

UUD 1945;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai

pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887,

selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap UUD 1945 maka

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan

hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai

berikut:

[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a guo
dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15
Desember 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU
MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas
permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
UU MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap
permohonannya sebagaimana telah diterima di
Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Desember 2020 dan
telah pula dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan
dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 19
April 2021, pukul 10.00 WIB, namun dalam persidangan
perbaikan permohonan tersebut Pemohon tidak hadir dan
baru menyampaikan surat izin untuk tidak menghadiri
sidang dimaksud dengan alasan ada anggota keluarga
yang sakit. Adapun surat tersebut diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 19 April 2021 pukul 10.43 WIB
melalui pesan Whatsapp.
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[3.3.3]

[3.3.4]

[3.3.5]

Bahwa ternyata Pemohon dalam perbaikan
permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai
berikut:
1. Judul
2. Nama Pemohon
3. Uraian pasal tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi
4. Uraian tentang kedudukan hukum (/egal standing)
Pemohon
5. Alasan permohonan (posita)
6. Petitum
Bahwa sistematika permohonan Pemohon sebagaimana
diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] di atas tidak
memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-
Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan
ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut
PMK 2/2021), yang seharusnya terdiri dari:
1. Identitas Pemohon
2. Uraian yang jelas mengenai dasar permohonan yang
meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum
Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang
diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam
permohonan.
Bahwa format perbaikan permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] selain
tidak sesuai dengan format permohonan pengujian
Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d PMK 2/2021, juga sama
sekali  tidak menguraikan  argumentasi  tentang
pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian
dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi
bagaimana pertentangan antara pasal @ guo dengan
pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD
1945. Pemohon  tidak  menguraikan  mengenai
inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak
menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.
Selain itu, dasar pengujian konstitusionalitas pasal
dalam UU 40/1999 sebagaimana diuraikan dalam posita
permohonan Pemohon, tidak ada hubungannya sama
sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon,
sehingga hubungan antara posita dan petitum
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permohonan menjadi tidak jelas. Walaupun Mahkamah
dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
(2) UU MK, akan tetapi permohonan Pemohon tetap
sebagaimana diuraikan di atas.

Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa petitum
angka 1 (satu) permohonan Pemohon ternyata hal yang
diminta oleh Pemohon adalah terkait dengan kerugian
yang dialami Pemohon yang lazimnya ada dalam gugatan
perdata sedangkan untuk petitum angka 2 (dua)
permohonan Pemohon, ternyata hal yang diminta oleh
Pemohon adalah terkait dengan pengujian formil yaitu
terkait dengan pembentukan Pasal 18 UU 40/1999 yang
menurut  Pemohon  tidak  memenuhi  ketentuan
pembentukan undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
permohonan Pemohon a quo kabur sehingga tidak memenuhi
syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih
lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
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Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan
M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny
Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota pada hari kamis, tanggal
dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua
puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.36 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P.
Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih,
masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Untuk sidang selanjutnya, nanti Pukul 13.30 WIB. Oleh karena itu,
sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.37 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.46 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, kita lanjutkan untuk Pengucapan Putusan. Berikutnya Putusan
Nomor 79/PUU-XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 79/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan

oleh: 1. Agus Rahardjo, M.S.M., sebagai Pemohon 1. 2, 3, 4, 5,

6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 dianggap dibacakan. 14. Natalia P.P.

Soebagjo, M.Sc., Natalia P.P. Soebagjo, M.Sc. sebagai

Pemohon XIV.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2019

memberi kuasa kepada Arif Maulana, S.H., M.H., dan kawan-

kawan.

Selanjutnya disebut sebagai --- para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Komisi

Pemberantasan Korupsi;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya,
selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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[3.2]

(Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya), Mahkamah
berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan
apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja, yaitu
pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik
pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Sedangkan
Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-
Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945;
dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945,
dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun
pengujian materiil.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
adalah penguijian formil undang-undang, /n casu Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara dan seterusnya,
Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya) selanjutnya disebut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010, pada Paragraf
[3.34] menyatakan bahwa,

[3.34] dianggap telah dibacakan.

Oleh karena UU 19/2019 diundangkan pada tanggal 17 Oktober
2019, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan
yaitu 1 Desember 2019, dan permohonan para Pemohon diterima
oleh Mahkamah pada tanggal 22 November 2019 berdasarkan
Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/ 2019,
dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih
dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penguijian formil
suatu undang-undang.
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Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.4]

[3.5]

[3.6]

[3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian

undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-
undang, yaitu: a, b, ¢, d dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b

dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-

ITII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,

telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, ¢, d, e dianggap

telah dibacakan.

Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang,

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

VII/2009 berkaitan dengan kedudukan hukum Mahkamah

mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a guo

menguraikan kedudukan hukum yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Pemohon I, II, dan III adalah perorangan warga negara
Indonesia dan merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) periode 2015-2019 yang sering mengeluarkan
sikap tegas terkait pembahasan perubahan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Undang-Undang (UU KPK), baik secara lisan ataupun
berupa surat dari kelembagaan KPK yaitu, dengan menolak
pembahasan perubahan kedua UU KPK dengan didasarkan
atas kajian ilmiah yang dilakukan KPK;

2. Pemohon IV dan V adalah perorangan warga negara
Indonesia yang merupakan Pimpinan KPK jilid I (2003-2007)
dan jilid II (2007-2011) yang hingga saat ini masih aktif
menyuarakan isu pemberantasan korupsi utamanya terkait
kelembagaan KPK;
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Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang
merupakan Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society
(2008-sekarang) yang aktif dalam kegiatan pendidikan dan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari
praktik korupsi dengan mengedepankan transparansi.
Pemohon kecewa karena proses revisi UU KPK tidak
melibatkan masyarakat;

Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia
yang aktif berkampanye dan cukup lama terlibat dalam
gerakan anti korupsi, serta pada tahun 2015 merupakan salah
satu anggota panitia seleksi Calon Pimpinan KPK;

Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia
yang merupakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut
Pertanian Bogor yang aktif melakukan perbaikan dan
pelaksanaan kebijakan publik di bidang kehutanan dan
lingkungan hidup dengan memasukkan pertimbangan aspek
ketidakadilan dan perbaikan tata kelola (governance) melalui
buku, publikasi di media massa, advokasi dan penguatan
peran masyarakat sipil, orientasi baru program studi
kehutanan dan lingkungan di IPB, serta memfasilitasi dan
supervisi proses perbaikan kebijakan secara langsung melalui
Nota Kesepakatan Bersama-Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumber Daya Alam (NKB/GNPSDA) yang dikoordinasikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon juga terlibat
aktif dalam Koalisi Guru Besar Anti Korupsi yang konsisten
aktif dan terlibat dalam permasalahan dan perkembangan isu
Anti Korupsi, bersama para Guru Besar Anti Korupsi yang
konsisten menolak pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK
dalam beberapa periode;

Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang
merupakan Guru Besar FEUI dan sering teribat aktif dalam
Koalisi Guru Besar Anti Korupsi yang konsisten aktif dan
terlibat dalam permasalahan dan perkembangan isu Anti
Korupsi. Pada 2016 Pemohon bersama 130 Guru Besar Anti
Korupsi menyuarakan penolakan revisi UU KPK vyang
melemahkan KPK, Pada 2017, bersama Koalisi Guru Besar Anti
Korupsi melakukan serangkaian kegiatan menolak pelemahan
KPK melalui Hak Angket di DPR RI, mewakili 400 Guru Besar
mendatangi Kantor Staf Presiden RI dan mendesak agar Hak
Angket tidak diteruskan;

Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang
merupakan aktivis pegiat anti korupsi dan saat ini tercatat
sebagai Pembina YAPPIKA dan Aktif di Perempuan Indonesia
Anti Korupsi;
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8. Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai dosen hukum pidana dan hukum perdata di
Universitas Trisakti, dan sebagai pengajar Pemohon
senantiasa memberikan penekanan tentang anti korupsi dalam
proses pengajaran dan agenda akademik lainnya serta banyak
melibatkan diri dalam agenda-agenda dan gerakan anti
korupsi, pada tahun 2008 menjadi Anggota Tim 7ask Force
Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi, pada Tahun
2009 Sebagai Tim Ahli Workshop Review (Kajian) Rekam
Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa kali
dilibatkan sebagai Asesor/tenaga Ahli Hukum Profil Assesment
Calon Pimpinan, Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan
KPK;

9. Pemohon XII adalah perorangan warga negara Indonesia
yang berprofesi sebagai pengusaha, mantan politisi, pemerhati
politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang aktif pula dalam
menyuarakan persoalan korupsi, dan aktif menolak pelemahan
KPK. Tulisan-tulisannya tentang Anti Korupsi tersebar dalam
berbagai Media;

10. Pemohon XIII dan XIV adalah perorangan warga negara
Indonesia yang aktif sebagai Dewan Pengawas dan Ketua
Dewan Eksekutif T7ransparency International Indonesia (TI-
Indonesia), yang merupakan salah satu chapter Transparency
International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang
mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada
lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan
masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TI-
Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari
praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telepas dari terbukti atau tidak
terbuktinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas UU 19/2019
terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup
jelas menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat
dengan agenda pemberantasan korupsi sehingga terdapat hubungan
kausalitas/pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan
Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan
demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & quo dan permohonan diajukan masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan & gqguo, maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan.
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Dalam Provisi

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
provisi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat UU
19/2019 berlaku yaitu pada 17 September 2019, sebenarnya pada
saat itu telah terjadi kekosongan hukum akibat kontradiksi pasal-
pasal di dalamnya dan segala hal yang menjadi implikasi tersebut
telah berdampak buruk bagi KPK pada umumnya dan
pemberantasan korupsi pada khususnya apabila UU 19/2019 tetap
diberlakukan, karena KPK secara kelembagaan terancam lumpuh.
Untuk itu agar kerja pemberantasan korupsi tetap dapat berjalan
di KPK, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk
menunda pemberlakuan UU 19/2019 tersebut melalui putusan
sela sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a guo. Selama
penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Penggunaan instrumen
ini agar keberlangsungan kerja-kerja pemberantasan tindak
pidana korupsi oleh KPK tidak terganggu dan dilandasi dasar
hukum yang memadai.

Bahwa memang Pasal 58 UU MK menyatakan, “Undang-undang yang
diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Namun
menurut Pemohon pasal tersebut hanya berlaku untuk pengujian materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang (pengujian
materiil) karena jika seluruh undang-undang yang diuji ditunda
pemberlakuannya maka akan berdampak pada pasal lain yang tidak diuji,
sehingga penundaan tersebut tidak dimungkinkan. Sementara itu,
permohonan ini adalah permohonan pengujian formil yang apabila
dikabulkan oleh Mahkamah berkonsekuensi pada dibatalkannya
keseluruhan undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam perkara
a quo, maka untuk mencegah terus terjadinya pelanggaran hak
konstitusional para Pemohon akibat diberlakukanya keseluruhan UU
19/2019 tersebut terlebih putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat
berlaku surut, maka para Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda
pemberlakuan UU 19/2019 tersebut sebelum ada putusan Mahkamah
dalam perkara a guo. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya
pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan
pendahuluan dilakukan, potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh
Mahkamah Konstitusi.
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Terhadap permohonan provisi @ guo, Mahkamah berpendapat bahwa
terhadap permohonan provisi haruslah dipertimbangkan secara tersendiri
dan kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak
untuk dilakukan. Oleh karena Mahkamah tidak menemukan alasan yang
menunjukkan telah terjadi kekosongan hukum (rechts vacuum)
sebagaimana yang para Pemohon wuraikan untuk dikabulkannya
permohonan provisi, sehingga Mahkamah menolak permohonan provisi
para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para
Pemohon dalam perkara penguijian formil dalam perkara a quo
adalah UU 19/2019 sebagaimana selengkapnya telah dimuat
dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai
berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap telah dibacakan. 7, 8, 9, 10, a, b,
¢, e dianggap telah dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42F, kecuali bukti P-4,
bukti P-5, bukti P-23, bukti P-35, bukti P-37E, bukti P-37G, bukti
P-40D, bukti P-41B, bukti P-42B, dan bukti tambahan P-43 sampai
dengan bukti P-45, serta mengajukan 6 (enam) orang ahli yang
bernama Bivitri Susanti, S.H., L.L.M., Dr. Zainal Arifin
Mochtar, S.H., L.L.M., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., L.L.M.,
Ph.D., Bernardinus Herry Priyono, Dr. Aan Eko Widiarto,
S.H., M.Hum.,, dan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L,, serta
4 (empat) orang saksi yang bernama Rimawan Pradiptyo,
Ph.D, Budi Santoso, Manik Marganama Hendra, dan
Rasamala Aritonang. Para Pemohon juga telah menyampaikan
kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 1 Oktober 2020.

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan
keterangan di persidangan pada tanggal 3 Februari 2020 beserta
keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 10 Juli 2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara];

[3.13] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan
tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31
Januari 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan
pada tanggal 3 Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni
2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli
yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang menyerahkan
keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 7 September 2020 dan telah didengar keterangannya
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[3.14]

[3.15]

dalam persidangan tanggal 9 September 2020 [selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden

juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati

tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah vyaitu paling

lambat tanggal 1 Oktober 2020 [vide Risalah Persidangan, tanggal

23 September 2020], sehingga kesimpulan tersebut tidak

dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) telah menyerahkan keterangan ... itu keterangan 1 di coret,

keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 23 September 2020 dan telah didengar
keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23 September

2020 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara].

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan

para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dan keterangan

para ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, serta kesimpulan
para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan ahli
yang diajukan Presiden, dan keterangan Pihak Terkait, selanjutnya

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah
penguijian atas suatu produk hukum yang didasarkan
atas proses pembentukan undang-undang. Secara
umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai
konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi
formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu
ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form),
oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan
menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure).
Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil
dapat mencakup:

a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur
pembentukan undang-undang, baik dalam
pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan
atas rancangan suatu undang-undang menjadi
undang-undang;

b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur
undang-undang;

C. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga
yang mengambil  keputusan dalam  proses
pembentukan undang-undang; dan

d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk
pengujian materiil;

[3.15.2] bahwa berdasarkan UU P3, tahapan pembentukan
perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan
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[3.15.3]

yang terdiri atas tahapan pengajuan, pembahasan,

persetujuan, pengesahan, dan tahapan pengundangan;

bahwa pada tahapan pengajuan terdiri atas
perencanaan dan penyusunan. Tahapan perencanaan
peraturan perundang-undangan didasarkan pada Pasal

16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 yang pada pokoknya

menyatakan perencanaan penyusunan dilakukan dalam

Prolegnas.

Terhadap RUU 19/2019 telah terdaftar di dalam

Prolegnas sebagai berikut:

1. Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi
Nasional Tahun 2015-2019, RUU tentang Perubahan
Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdaftar
pada urutan ke 63 [vide bukti P-12];

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4/DPR
RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016
Dan Perubahan Program Legislasi  Nasional
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU
tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, terdaftar pada urutan ke 37 [vide bukti P-
14];

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7/DPR
RI/II/2016-2017 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017
Dan Program Legislasi Nasional Perubahan
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
terdaftar pada urutan ke 37 [vide bukti P-15];

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1/DPR
RI/II/2017-2018 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018
Dan Program Legislasi Nasional Perubahan
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, RUU
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
terdaftar pada urutan ke 37 [vide bukti P-16];

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR
RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019
Dan Perubahan Program Legislasi  Nasional
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019,
Lampiran II Daftar Perubahan Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-
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2019, tanggal 31 Oktober 2018, RUU tentang
Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
terdaftar pada urutan ke 62[Sic!] [vide bukti P-17];

. Dalam evaluasi penanganan Prolegnas Prioritas

periode 09 September 2019, terdaftar dalam RUU
Akan Memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I
sebagai RUU Kumulatif Terbuka urutan ke 5, yang
selesai disusun Baleg pada 03 September 2019 dan
disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Rapat
Paripurna tanggal 05 September 2019 [vide bukti P-
3];

Sedangkan berdasarkan data dari DPR [vide bukti DPR
Lampiran XI] terkait dengan Kronologis Pembahasan
RUU tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yaitu:

1.

Rapat Pleno Badan Legislasi, tangal 3 September
2019, RUU usulan beberapa Anggota dari lintas fraksi
diputuskan dalam rapat Badan Legislasi sebagai RUU
usul Badan Legislasi untuk selanjutnya disampaikan
kepada rapat Paripurna sebagai RUU usul DPR;

. Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 5 September 2019,

Rapat Paripurna pengambilan Keputusan RUU
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun
2003 ... saya ulangi, Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menjadi RUU usul DPR RI;

. Surat Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019 Tanggal 11

September 2019, menugaskan Menkumham dan
Menpan RB untuk melakukan Pembahasan RUU
tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

. Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi, tanggal 20

September 2011 ... 2019[Sic!], saya ulangi, 12
September 2019, Raker dengan Menkumham dan
Menpan RB terkait dengan pembahasan RUU tentang
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

. Rapat 1 Panitia Kerja (Panja) RUU Revisi Kedua KPK,

tanggal 13 September 2019, Rapat Panja
Pembahasan RUU tentang tentang Perubahan Kedua
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atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Rapat 2 Panja RUU Revisi Kedua KPK, tanggal 16
September 2019, Rapat Panja lanjutan;

7. Raker Badan Legislasi, tanggal 16 September 2019,
Raker dengan Menkumham dan Menpan RB/
pengambilan Keputusan atas pembahasan RUU
tentang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

8. Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 17 September
2019, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Berdasarkan seluruh fakta-fakta di atas, Mahkamah

berpendapat, telah ternyata RUU tersebut telah

terdaftar dalam Prolegnas dan berulang kali terdaftar
dalam Prolegnas Prioritas. Sedangkan terkait dengan
lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam
pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut
sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu
RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat
dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan
undang-undang, terutama untuk mengharmonisasi
antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak
menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam
melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau
tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan
dalii para Pemohon yang mensinyalir adanya
penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk
disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan

UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun

2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang

mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu

RUU harus diselesaikan.

Berdasarkan seluruh wuraian di atas, Mahkamah

berpendapat dalil para Pemohon yang pada pokoknya

menyatakan UU 19/2019 tidak melalui Prolegnas dan
terjadi penyelundupan hukum adalah tidak beralasan
menurut hukum;
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11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.15.4] bahwa pada tahapan penyusunan peraturan
perundang-undangan diatur dalam Pasal 43 sampai
dengan Pasal 51 UU P3 dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undanganya diatur dalam Pasal
64 UU P3.

Berdasarkan bukti Lampiran I yang diajukan oleh DPR

berupa Kronologis Pengharmonisasian, Pembulatan,

dan Pemantapan Konseps RUU Tentang Perubahan

Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pleno 8 Badan Legislasi tanggal 27 Desember 2015,
dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Pleno 11 Badan Legislasi tanggal 1 Februari 2016,
dan seterusnya dianggap dibacakan.

3. Pleno 15 Badan Legislasi tanggal 4 Februari 2016,
dan selanjutnya dianggap dibacakan.

4. Pleno 16 Badan Legislasi tanggal 9 Februari 2016,
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan
selanjutya dianggap dibacakan.

5.Panja 1 RUU Revisi Kedua UU KPK, tanggal 9
Februari 2016, dan seterusnya dianggap dibacakan;

6. Panja 2 RUU Revisi Kedua UU KPK, tanggal 10
Februari 2016, selanjutnya dianggap dibacakan.

7. Pleno 17 Badan Legislasi, tanggal 10 Februari 2016,
selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 UU P3 menyatakan

bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d.

dapat  dilaksanakan; e. kedayagunaan  dan

kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g.

keterbukaan.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya

pelanggaran asas-asas pembentukan  peraturan

perundang-undangan yang baik dalam penyusunan UU

19/2019 serta tidak adanya partisipasi baik dari

masyarakat  maupun lembaga/institusi  terkait,

Mahkamah berpendapat:

a) berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal
tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah
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menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan undang-undang yang tujuannya bukan
untuk memperlemah kewenangan KPK, adapun
norma yang berkenaan dengan pembentukan Dewan
Pengawas, pemberian kewenangan penerbitan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan, dan perubahan
status kepegawaian KPK diprediksi para pemohon
akan memperlemah  kewenangan KPK dan
mengganggu independensi KPK, penilaian terhadap
substansi norma bukan merupakan ranah pengujian
formil. Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal
tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma
undang-undang yang apabila dianggap dapat
merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari
tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat
dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma
dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian
sesungguhnya dengan telah dicantumkannya
maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di
Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas
kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-
undang tersebut apakah menyimpangi tujuan
penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan
merugikan hak konstitusional warga negara tersebut
terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan
oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu
undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan
melalui pengujian formil;

b) berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas
dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal
tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi
pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak
jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau
bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan
pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan,
maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya
dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi,
sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya
melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian
sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran
asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat
digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap
seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang
a quo dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian
materiil;
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c) berkenaan dengan dalil pelanggaran asas kesesuaian
antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebab UU
19/2019 tidak mencantumkan Ketentuan Peralihan,
menurut Mahkamah mencantumkan judul Ketentuan
Peralihan dalam perubahan suatu undang-undang
untuk menampung pasal-pasal peralihan yang baru
yaitu Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D
adalah tidak lazim karena pasal-pasal lain yang
diubahpun tidak mencantumkan judul Bab. Sebagai
undang-undang perubahan, judul Bab dimaksud
melekat kepada sistematika undang-undang lama
yang diubah. Dengan demikian, dalil para Pemohon
tidak beralasan menurut hukum;

d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan, menurut Mahkamah  walaupun
menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak
dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata
hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi
harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-
undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau
kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat
Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua
pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU
P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah
bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama
dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian
konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga
telah mengakomodir asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan  tersebut,  sangatlah  mustahil
konsiderans bagian menimbang sebagai dasar
filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan
Umum sebagai latar belakang pembentukan
mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-
undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk
memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat;

e) berkenaan dengan asas keterbukaan menurut
Mahkamah, dalil para Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan bahwa proses pembentukan undang-
undang @ guo menuai penolakan besar-besaran dari
masyarakat luas, terbukti dari masifnya aksi
demontrasi yang digelar di hampir seluruh wilayah
Indonesia, selain itu pembentukan UU 19/2019 tidak
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bersifat transparan dan terbuka mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan,
terlebih KPK sebagai stakeholder yang sama sekali
tidak diikutsertakan dalam pembahasan. Mahkamah
berpendapat asas keterbukaan berkaitan erat
dengan partisipasi dalam pembentukan undang-
undang. Berdasarkan bukti Lampiran IX yang
diajukan oleh DPR terkait Rangkaian Kegiatan

Seminar dan Diskusi Publik, pada Surat Keterangan

Nomor 64/PU/X1/2019 yaitu:

1. Seminar Nasional dengan tema “Urgensi
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 8
s.d. 10 Februari 2017;

2. Seminar Nasional dengan tema "“Menangkap
Aspirasi Publik Mengenai Rencana Revisi Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002" di Universitas
Gadjah Mada, DIY, tanggal 21 s.d. 23 Maret 2017;

3. Seminar  Nasional dengan tema “Urgensi
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” di Universitas Sumatera Utara (USU)
tanggal 16 s.d. 19 Maret 2017;

4. Seminar Nasional dengan tema “Urgensi
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002” di Universitas Nasional (UNAS) Jakarta,
tanggal 28 Februari 2017;

Berdasarkan bukti Lampiran X yang diajukan
oleh DPR tentang Laporan Panitia Angket DPR RI,
pada BAB III tentang Fakta, Data dan Hasil
Penyelidikan, terdapat kegiatan vyang telah
dilaksanakan berkenaan dengan penyusunan RUU
19/2019, antara lain: RDPU Pansus Angket KPK
dengan tokoh masyarakat, aktivis dan LSM tanggal
19 Juni 2017; RDPU dengan Akademisi Universitas
Ibnu Chaldun, Jakarta, tanggal 7 Juli 2017; RDPU
dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan
Mahasiswa UI Bangkit Untuk Keadilan, tanggal 10
Juli 2017; RDPU dengan Prof. Yusril Thza Mahendra
dan Zain Badjeber, tanggal 10 Juli 2017; RDPU
dengan Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan Dr.
Solehuddin, tanggal 11 Juli 2017; dan lain-lain. Di
samping itu, juga telah diagendakan RDP Pansus
Angket KPK dengan Pimpinan KPK, tanggal 20
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September 2017 dengan agenda membahas
pembicaraan awal terkait pelaksanaan tugas
penyelidikan Pansus Angket KPK terhadap fungsi
kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran dan
kewenangan KPK, namun KPK melalui surat
tertulisnya Nomor B dan seterusnya, tanggal 20
September 2017 belum dapat memenuhi panggilan
Pansus dengan alasan masih menjadi Pihak Terkait
dalam sidang Judicial Review di MK.

Selain itu, DPR berdasarkan surat Nomor
LG/01892 dan seterusnya 2016, tanggal 3 Februari
2016, mengundang Pimpinan KPK untuk RDP dalam
rangka pengharmonisasian RUU 19/2019, kemudian
KPK berdasarkan surat Nomor B-790 dan
seterusnya2016, tanggal 3 Februari 2016, dalam
suratnya menyampaikan bahwa UU KPK yang ada
sekarang sudah cukup mendukung operasional
kegiatan KPK sehingga tidak perlu dilakukan
perubahan dan menyarankan untuk lebih
mendahulukan  pembahasan dan  penyusunan
beberapa undang-undang yang terkait dengan
pemberantasan korupsi [vide bukti P-22].

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas
bahwa Badan Legislasi dan Panitia angket DPR telah
melakukan Raker, RDP, RDPU, Rapat Panja dan
kegiatan lainnya untuk menyerap aspirasi yang
berkembang di dalam masyarakat, baik dari tokoh
masyarakat, aktivis anti korupsi, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata
negara dan hukum pidana, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Kepolisian Republik Indonesia
(Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), Kejaksaan, sampai dengan beberapa
saksi yang pernah terkait dengan penananganan
kasus korupsi di KPK. Terkait dengan uraian
serangkaian kegiatan tersebut, Mahkamah
menemukan fakta bahwa beberapa kali KPK menolak
menghadiri pembahasan perihal revisi UU KPK. Hal
demikian berarti bukanlah pembentuk undang-
undang (DPR dan Presiden) yang tidak mau
melibatkan KPK tetapi secara faktual KPK yang
menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan
rencana revisi UU KPK [vide bukti P-22 dan bukti
Lampiran X yang diajukan oleh DPR tentang Laporan
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Panitia Angket DPR RI]. Namun terlepas dari
penolakan KPK tersebut, pembentuk undang-undang
telah memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU P3.
Adapun demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai
pihak terkait dengan revisi UU KPK, demonstrasi
tersebut menurut Mahkamah, sebagai salah satu
bentuk kebebasan menyatakan pendapat, karena
kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh
kelompok yang menentang revisi UU KPK namun
juga oleh kelompok yang mendukung dilakukan
revisi terhadap UU KPK. Apalagi ada tidaknya
demonstrasi tidak menentukan keabsahan formalitas
pembentukan undang-undang. Dengan demikian
dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil para Pemohon vyang pada
pokoknya menyatakan pembentuk undang-undang
menggunakan Naskah Akademik fiktif dan tidak
memenuhi syarat saat penyusunan UU 19/2019,
Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 11 UU
P3 menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah
naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan
hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum
masyarakat. Dalam perkara a@ quo bukti naskah
akademik yang diajukan oleh para Pemohon [vide
bukti P-8] dan naskah akademik yang diajukan oleh
DPR pada Lampiran XII adalah naskah akademik
yang sama. Bedanya, naskah akademik yang
dijadikan bukti oleh para Pemohon adalah naskah
akademik yang memiliki halaman depan (cover)
bertanggal September 2019, sementara naskah
akademik yang dijadikan Lampiran bukti oleh DPR
tidak terdapat halaman depan (cover) dan tidak
tercantum tanggal. Apabila fakta tersebut diletakkan
dalam dalil para Pemohon, adalah tidak benar bahwa
naskah akademik dimaksud bersifat fiktif. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (him. 391 Edisi ke
empat Tahun 2008), kata “fiktif” bermakna “bersifat
fiksi” dan “hanya terdapat dalam khayalan”. Dengan
makna tersebut, naskah akademik yang diajukan

37



[3.15.5]

[3.15.6]

sebagai bukti bukanlah bersifat fiksi atau khayalan,
tetapi adalah benar bahwa antara tanggal yang
dicantumkan di halaman depan (cover) tidak
bersesuaian dengan tujuan atau kegunaan
pembentukan naskah akademik sebagaimana
tercantum dalam halaman 4 bukti yang diajukan oleh
para Pemohon dan Lampiran XII yang diajukan oleh
DPR. Dengan demikian dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa naskah akademik RUU 19/2019
adalah fiktif adalah tidak beralasan menurut hukum;
bahwa pada tahapan pembahasan RUU diatur dalam
Pasal 65 sampai dengan Pasal 68, dan Pasal 71 sampai
dengan Pasal 71A UU P3, menurut Mahkamah oleh
karena pada Sub-paragraf [3.15.4] di atas telah
menguraikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan
oleh Badan Legislasi baik berupa Raker, RDP, Rapat
Panja harmonisasi RUU 19/2019, kemudian DPR juga
telah melakukan berbagai seminar dan diskusi dengan
berbagai universitas, dan Panitia Hak Angket juga telah
menyampaikan Laporan dalam rapat Paripurna DPR RI
tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK serta
menerima berbagai aspirasi dari berbagai pihak.
Kemudian pada Sub-paragraf [3.15.3] di atas juga
telah diuraikan rangkaian kegiatan RUU a guo sejak
disetujui sebagai usulan Badan Legislasi dalam Rapat
Badan Legislasi hingga Rapat 2 Panja. Dengan demikian
menurut Mahkamah, proses pembahasan UU 19/2019
telah memenuhi prosedur sebagaimana yang
ditentukan oleh UU P3;
bahwa pada tahapan persetujuan RUU diatur dalam
Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 UU P3, tahap
pengesahannya diatur dalam Pasal 72 sampai dengan
Pasal 74 UU P3, dan tahap pengundangan diatur dalam
Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 serta Pasal 87 UU P3.
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II RUU 19/2019
dengan agenda pengambilan keputusan dilaksanakan
pada tanggal 17 September 2019 dan dilakukan secara
aklamasi. Adapun dalil para Pemohon yang pada
pokoknya menyatakan sidang paripurna tidak kuorum
termasuk tidak kuorum secara fisik. Berkenaan dengan
dalii @ guo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa
kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan
undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama
adalah sebuah keharusan. Kehadiran demikian
diperlukan dalam proses pembentukan undang-undang,
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yaitu: (1) sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan
konsep perwakilan rakyat; (2) untuk memberikan
kesempatan bagi anggota legislatif yang sejak semula
tidak ikut membahas pembentukan suatu undang-
undang karena mekanisme internal lembaga legislatif
yang membagi pembentukan undang-undang
berdasarkan komisi dan/atau gabungan komisi tertentu;
dan (3) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
pengambilan putusan akhir melalui voting. Namun
setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan
oleh para Pemohon [vide bukti P-11 dan bukti P-24]
dan bukti yang diajukan oleh DPR [vide bukti Lampiran
XX dan Lampiran XXI] Mahkamah tidak memiliki
keyakinan yang cukup perihal jumlah kehadiran
anggota DPR dalam tahap persetujuan bersama revisi
UU KPK dimaksud. Dalam hal ini para Pemohon hanya
mengajukan bukti berupa fotokopi foto suasana Rapat
Paripurna dan fotokopi artikel media on/ine yang tidak
dapat menjelaskan perihal keterpenuhan kuorum
berdasarkan kehadiran secara fisik kehadiran anggota
DPR dalam tahap persetujuan bersama revisi UU KPK.
Begitu pula bukti yang diajukan oleh DPR berupa
Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dalam Rapat Paripurna
DPR RI tanggal 17 September 2019 yang memuat
bahwa kehadiran anggota pada saat rapat
dimulai/dibuka sebanyak 289 anggota dan pada saat
rapat selesai/ditutup sebanyak 401 anggota dengan
ketentuan kuorum vyaitu 281 orang anggota dari 6
(enam) Fraksi DPR RI, serta video Rapat Paripurna DPR
17 September 2019. Berdasarkan fakta tersebut, untuk
kepentingan pembuktian pengujian formil selanjutnya,
pemohon dan pembentuk undang-undang tidak cukup
hanya mengajukan bukti untuk membuktikan kehadiran
anggota DPR secara fisik dengan hanya menyampaikan
daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR apalagi
hanya menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran,
namun harus menyerahkan bukti visual dan/atau bukti
audio visual rekaman persidangan yang dapat
menunjukkan jumlah kehadiran secara fisik anggota
DPR. Begitu pula berkenaan dengan penjelasan para
Pemohon yang menyatakan RUU 19/2019 yang tidak
ditandatangani oleh Presiden, dalam hal ini Mahkamah
perlu menjelaskan bahwa merujuk ketentuan Pasal 20
ayat (5) UUD 1945 juncto Pasal 73 ayat (2) UU P3
sekalipun rancangan undang-undang vyang telah
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disetujui bersama antara DPR dan Presiden tidak
disahkan oleh Presiden, dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak disetujui bersama,
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan. Artinya,
rancangan undang-undang vyang telah disetujui
bersama namun tidak disahkan atau tidak
ditandatangani Presiden tidaklah dapat dijadikan alasan
bahwa sebuah undang-undang adalah cacat formil,
karena secara konstitusional RUU yang tidak
ditandatangani oleh Presiden tetap sah menjadi
undang-undang setelah 30 (tiga puluh) hari sejak
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dengan
demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

[3.16] Menimbang bahwa  sebagaimana  dikemukakan  dalam

pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
27/PUU-VII/2009, dasar argumentasi Mahkamah memberikan
pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil undang-
undang, yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah
undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara adalah untuk
alasan kepastian hukum agar sebuah undang-undang perlu lebih
cepat diketahui statusnya apakah sebuah undang-undang telah
dibuat secara sah atau tidak (vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 27/PUU-VII/2009, him. 92). Masih dalam konteks
kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk
menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa
pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan
pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini,
Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan
penguijian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran
yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam
pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan
perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam
pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain
yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah
undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud,
termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat
menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan
dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian
formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan
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12.

kedua penguijian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk
dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda
pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian
formil.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang
waktu pengajuan permohonan formil;
[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.4] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi @ guo, 1 (satu) orang Hakim
Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memiliki pendapat
berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan penguijian formil terkait
UU 19/2019 sebagai berikut.

Silakan, Yang Mulia.
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13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS
Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

A. Pendahuluan

Dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK),
mengingat begitu banyaknya jumlah Pemohon dan permohonan serta
kompleksitas persoalan dalam Undang-Undang a guo. Oleh karena itu,
pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam perkara a quo
berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam registrasi perkara lainnya sepanjang terkait dengan
perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni perkara Nomor
59/PUU-XVII/2019, perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, dan perkara
Nomor 70/PUU-XVII/20109.

B. Kedudukan Hukum
Saya berpendirian bahwa para Pemohon memiliki kedudukan
hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam
permohonan a quo.

C. Pokok Permohonan

Setelah mencermati secara sungguh-sungguh seluruh dinamika
persidangan dan karakteristik tiap-tiap perkara dalam pengujian
Undang-Undang a guo terhadap Undang-Undang Dasar, tibalah saya
pada keyakinan dan pendirian yang sama dengan Keterangan Ahli
Bagir Manan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan
bahwa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui
Undang-Undang a guo, sejatinya adalah membentuk “sebuah Undang-
Undang baru tentang KPK, meskipun Undang-Undang a guo secara
kasat mata terlihat seolah-olah terbatas sekedar membentuk “sebuah
Undang-Undang perubahan KPK."”

Beberapa perubahan ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang & quo secara
nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK
secara fundamental. Perubahan ini sangat nampak sengaja dilakukan
dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada
momentum yang spesifik, yakni Hasil Pemilihan Umum Presiden
(Pilpres) dan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah diketahui
dan kemudian mendapat persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden untuk disahkan Presiden menjadi Undang-Undang) hanya
beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR RI
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periode 2014-2019 dan beberapa minggu menjelang berakhirnya
pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Suatu pembentukan Undang-Undang yang dilakukan dalam
jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada
momentum spesifik yang mengundang pertanyaan besar memang
tidaklah secara langsung menyebabkan Undang-Undang tersebut
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, singkatnya waktu pembentukan Undang-Undang a quo jelas
berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi
masyarakat, sangat minimnya masukan vyang diberikan oleh
masyarakat secara tulus dan berjenjang (bottom up) dan dari para
supporting system yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR, serta
sangat minimnya kajian dampak analisis terhadap pihak (khususnya
lembaga) yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo
(/n casu KPK). Selain itu, tidak sinkronnya antara Naskah Akademik
(yang cenderung berorientasi pada pembentukan “sebuah Undang-
Undang perubahan KPK”) dan RUU (yang memang sejak awal
ternyata telah berorientasi membentuk “sebuah Undang-Undang baru
tentang KPK” juga menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang a quo
telah terjadi disorientasi arah pengaturan mengenai kelembagaan KPK
serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut di atas, menyebabkan
sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan
konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang & guo. Jaminan
konstitusionalitasnya pembentukan suatu Undang-Undang tidaklah
semata-mata hanya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal
20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), melainkan wajib
didasarkan pula pada Staatsidee yang berdasarkan kearifan asli
bangsa Indonesia serta pasal-pasal terkait lainnya dalam UUD NRI
Tahun 1945 yang selama ini umumnya lazim digunakan sebagai dasar
pengujian bagi pengujian Undang-Undang secara materiil, /in casu
antara lain: Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, sebab ide dasar
dari sejarah lahirnya konsep mekanisme pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar (Constitutional Review) sejak awalnya
memang dimaksudkan bersifat umum sehingga meliputi baik
penguijian formil maupun materiil. Oleh karena itu, Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa salah satu wewenang
Mahkamah Konstitusi adalah “.... mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar...”, sehingga pengujian undang-
undang jelas meliputi baik pengujian formil maupun materiil. Hal ini
pula yang menjadi landasan yuridis dan norma pengaturan dalam
Ketentuan Pasal 51A ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 24/2003 juncto
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UU Nomor 8/2011 juncto UU Nomor 7/2020 tentang Mahkamah

Konstitusi.

Tatkala berfokus mencermati secara saksama berbagai aspek
formil terkait prosedur pembentukan Undang-Undang & guo, saya
meyakini dan berpendirian bahwa seluruh tahapan prosedural
pembentukan Undang-Undang secara kasat mata memang telah
ditempuh oleh Pembentuk Undang-Undang. Namun, yang sejatinya
terjadi adalah hampir pada setiap tahapan prosedur pembentukan
Undang-Undang a guo terdapat berbagai persoalan konstitusionalitas
dan moralitas yang cukup serius. Dalam konteks inilah diperlukan
suatu pembacaan mendalam guna menilai konstitusionalitas
pembentukan Undang-Undang a guo.

Secara konseptual, ruang lingkup pengujian formil pembentukan
suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan
dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Pengujian formil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap
proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” Oleh karena itu, pengujian
formil sejatinya sangat penting guna mengendalikan praktek
pembentukan hukum (khususnya undang-undang) agar mengikuti
dengan ketat seluruh aturan dan arahan yang sudah ditentukan dalam
norma hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Jimly Asshidigie dalam bukunya yang baru (2020) memberikan
contoh beberapa kategori objek penguijian formil, antara lain: format
susunan peraturan (form) dan proses yang terjadi dalam tahapan
pembentukan undang-undang. Begitu pula Keterangan Ahli Maruarar
Siahaan dalam perkara @ guo yang menyatakan bahwa sejumlah
rujukan mengenai uji formil adalah menyangkut proses, prosedur, dan
tata cara, siapa yang berwenang, dan bentuk dari peraturan yang
dirumuskan. Dengan mengambil pendapat Jimly Asshidigie dan
Maruarar Siahaan tersebut sebagai titik tolak dan tolak ukur, saya
meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan
Undang-Undang & quo memiliki persoalan konstitusionalitas dan
moralitas yang sangat serius, antara lain:

1. Berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, khususnya
mengenai kronologis pembentukan Undang-Undang a guo, tahap
pembahasan berlangsung sejak tanggal 12 September 2019, Rapat
Kerja (Raker) pertama antara Menteri Hukum dan HAM RI
(Menkumham) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) selaku menteri yang
mewakili Presiden dengan Badan Legislasi DPR sampai dengan 17
September 2019 (Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Undang-Undang. Salah satu dokumen penting dalam tahap
pembentukan RUU adalah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Oleh
karena RUU ini merupakan usul inisiatif DPR, maka DIM disiapkan
oleh Presiden. Dengan diperolehnya fakta dari keterangan
Pembentuk Undang-Undang bahwa Raker pertama dilaksanakan
tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kerja (Panja)
pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sulit bagi saya
untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh
Presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat)
jam. Akselerasi penyusunan DIM oleh Presiden (beserta supporting
system yang ada di dalamnya) secara luar biasa ini jelas
menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya
masukan yang selama ini umumnya diberikan secara tulus dan
berjenjang (bottom up) dari supporting system yang ada, serta
sangat minimnya kajian dan analisis dampak terhadap pihak yang
akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang & quo (in casu
KPK). Secara keseluruhan dan hal ini tentunya menyebabkan
sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan
konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang a guo. Padahal
Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur
bahwa “Pandangan dan Pendapat Presiden dan Daftar Inventarisasi
Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang diterima
Presiden.”

Dalam konteks ini, saya tidak menemukan argumentasi dan
justifikasi apapun yang dapat diterima oleh common sense bahwa
suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental
terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM RUU
kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, padahal jangka waktu yang
dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60
(enam puluh) hari.

. Berdasarkan bentuk susunan format kenvorm Undang-Undang a
guo ditemukan salah satu fakta menarik, yakni tidak lazimnya letak
narasi pengesahan dan pengundangan (/n casu narasi
pengundangan disebutkan lebih dahulu sebelum narasi
pengesahan, padahal secara prosedural jelaslah bahwa suatu
undang-undang seharusnya disahkan terlebih dahulu baru
kemudian diundangkan). Dalam beberapa undang-undang lain yang
pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden,
melainkan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
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selalu disebutkan narasi pengesahannya terlebih dahulu kemudian
narasi pengundangannya. Terhadap fakta ini telah beberapa kali
saya mintakan penjelasan resmi dari kuasa Presiden, namun hingga
akhir persidangan, hal ini sama sekali tidak diberikan penjelasan.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Maruarar Siahaan
selaku ahli yang diajukan Presiden juga mengakui dalam
kesimpulan keterangan ahlinya bahwa “...revisi Undang-Undang
KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang tidak
sempurna, memiliki kekurangan, serta menimbulkan kecurigaan...”,
meskipun Maruarar Siahaan berpendapat bahwa tidak cukup alasan
untuk menyatakan Undang-Undang a quo inkonstitusional.
. Tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan
Presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang & quo,
sehingga pengesahan Undang-Undang & quo didasarkan pada
ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam
perkembangannya, meskipun tidak menandatangani Undang-
Undang a quo, Presiden dalam jangka waktu yang relatif cepat
menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
a qguo. Hal ini sangat jauh berbeda dengan praktik dan konteks
beberapa undang-undang sebelumnya yang pengesahannya juga
tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden di mana pada umumnya
Presiden masih memerlukan waktu yang tidak secara segera
menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-
undang yang tidak ditandatanganinya. Hal ini tentunya semakin
menguatkan validitas keterangan Ahli Maruarar Siahaan
sebagaimana yang saya ungkapkan pada poin 2 di atas. Dengan
tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan
Presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang a quo ini,
namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan
pelaksanaan  menyebabkan terjadinya  absurditas  praktik
ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan
undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya yang
membiasakan adanya justifikasi (culture of justification) vide
keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti.
. Selain absurditas yang terjadi dalam konteks poin 3 di atas, terjadi
pada keterangan yang disampaikan komisioner KPK selaku Pihak
Terkait. Nyaris seluruh keterangan yang disampaikan Pihak Terkait
tersebut bersifat afirmatif terhadap substansi Undang-Undang a
guo, padahal hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan visi,
misi, cita-cita, dan program mereka saat sedang menjalani uji
kepatuhan dan kelayakan (7t and proper test) yang masih berada
dalam konteks keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan telah dipilihnya cara persidangan simultan oleh
Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh perkara pengujian Undang-
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Undang a quo, tidaklah terhindarkan pula bagi Hakim Konstitusi,

setidaknya saya, untuk mempertimbangkan aspek formil dan

materiil dari Undang-Undang & quo secara simultan dan
berkelindan. Kondisi ini akhirnya mengarah pada tersedianya
beberapa alternatif koridor yang dapat ditempuh oleh Hakim

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Undang-Undang a guo sebagaimana beberapa kali saya ungkapkan

dalam persidangan Undang-Undang & quo. Bahkan setidaknya

terdapat 3 (tiga) opsi koridor untuk memutus perkara pengujian

Undang-Undang a qguo, yakni:

1. Pertahankan Undang-Undang & guo (dengan menyatakan
menolak seluruh permohonan para Pemohon);

2. Mahkamah memperbaiki beberapa (bahkan banyak) materi yang
terdapat dalam Undang-Undang a quo dengan mengabulkan
sebagian permohonan para Pemohon, khususnya para Pemohon
uji materiil) agar Undang-Undang & guo menjadi terjamin
konstitusionalitasnya; atau

3. Kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum
perubahan dan dengan menyatakan bahwa Undang-Undang a
guo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan 3 (tiga) opsi koridor untuk memutus perkara
penguijian di atas, saya berijtihad untuk menempuh koridor “jalan
tengah terbaik” yang saya vyakini, yaitu menyatakan bahwa
pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945, sehingga undang-undang a guo tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Iitihad ini saya lakukan berdasarkan argumentasi sebagai
berikut:

1. Agar pembentuk undang-undang dapat mengulang proses
pembentukan undang-undang mengenai KPK dengan cara yang
lebih baik, dalam suasana yang lebih tenang, serta dalam jangka
waktu yang lebih rasional dan proporsional.

2. Pilihan koridor pertama tidak mungkin saya lakukan oleh karena
begitu terang benderangnya pelanggaran konstitusi yang terjadi
dalam Undang-Undang a quo, baik dalam aspek formil maupun
beberapa aspek materiil, sedangkan pilihan koridor kedua hanya
akan  menyebabkan pengaturan mengenai KPK dan
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 30/2002
juncto UU Nomor 19/2019 semakin compang-camping dan
Mahkamah dapat berpotensi dinilai justru tergelincir berubah
fungsi untuk melakukan Legisiatory on Governing from the Bench
atau bahkan Mahkamah akan dicatat sejarah telah menjadi apa
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yang dikhawatirkan oleh Richard A Posner (2006) sebagai 7he
Judge as Occasional Legislator dalam bentuk yang paling
ekstrem.

. Dengan memilih koridor ketiga “inkonstitusional secara formi
ketimbang menyatakan bahwa Undang-Undang & gquo
inkonstitusional secara materiil, diharapkan dapat menyiratkan
pesan konstitusional kepada pembentuk undang-undang dan
masyarakat pada umumnya, bahwa secara materiil terdapat pula
beberapa gagasan serta materi perubahan yang baik dan
konstitusional terhadap KPK dalam Undang-Undang a quo. Oleh
karena itu, manakala hal tersebut dibentuk dengan cara dan
prosedur yang lebih baik dalam suasana yang lebih tenang, serta
dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional
diharapkan dapat terwujud secara kelembagaan KPK yang lebih
baik dibandingkan KPK yang didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

. Saya meyakini sepenuhnya bahwa fungsi KPK tetap dapat
berjalan bahkan lebih baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun
2002 dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Terlebih
lagi, komisioner KPK yang ada saat ini juga seharusnya dapat
lebih mantap di dalam menjalankan tugas, wewenang, dan
tanggung jawabnya sesuai visi, misi, cita-cita, dan program
mereka saat sedang mengalami uji kepatutan dan kelayakan (/i
and proper test) yang masih berada dalam konteks keberlakuan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun memang
tentunya akan lebih baik manakala segera dilakukan pula
beberapa perubahan signifikan dan konstitusional dalam suatu
Undang-Undang yang baru mengenai KPK (baik yang bersifat
perubahan maupun penggantian).

. Terapi kejut (shock therapy) yang dilakukan Mahkamah
terhadap Pembentuk Undang-Undang dalam Putusan MK Nomor
27/PUU-VII/2009 dalam perkembangannya belum cukup
berdayaguna dan berhasil guna dalam mengarahkan dan
menjamin pembentuk undang-undang agar menghindarkan
pembentuk undang-undang dari ketergesa-gesaan dalam
membentuk undang-undang dan taat asas pada asas
pembentukan undang-undang dan asas materi muatan undang-
undang. Sebab asas adalah titik tolak, tolok ukur dan kendali
untuk menjaga materi dan substansi dalam koridor konstitusi.

. Yang terpenting agar para pencari keadilan dan masyarakat pada
umumnya percaya bahwa mekanisme pengujian formil terhadap
undang-undang di Mahkamah Konstitusi nyata adanya dan bukan
“sekadar indah dalam cerita”, bukan seperti ungkapan

III
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14.

“wujuduhu kaadamihi (adanya sama seperti tidak adanya)”;
sebagai instrumen penyeimbang terhadap agresivitas supremasi
kekuatan politik mayoritas di parlemen dalam konteks
pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi (/egal/ reasoning)
sebagaimana diuraikan di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah
seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Daniel
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan
Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu,
selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di ata, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan
Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 70/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan
oleh: satu, Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Dua, tiga, empat
dianggap dibacakan. Lima, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- Pemohon V
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 01 November 2019
memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., dan kawan-
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[1.2]

kawan.Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV, dan Pemohon V disebut para Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohondan Pihak Terkait Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

POKOK PERMOHONAN
Pengujian Formil

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU
19/2019, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan
yang pada pokoknya sebagai berikut: 1 sampai 4 dianggap
dibacakan.

Pengujian Materiil

[3.10]

[3.11]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1
angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b,
Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) UU
19/2019, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan
yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya
sebagaimana termuat dalam bagian pokok Perkara): 1 sampai
dengan 5 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 dan keterangan
ahli, atas nama Dr. H. M. Busyro Mugqodas, M.Hum., Dr. Ridwan,
S.H., M.Hum., Abdullah Hehamahua, dan Dr. Trisno Raharjo, S.H.,
M.Hum. yang masing-masing didengarkan keterangannya dalam
persidangan tanggal 12 Februari 2020, 4 Maret 2020, dan 14 Juli
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[3.12]

[3.13]

[3.14]

[3.15]

[3.16]

2020, serta keterangan saksi atas nama Novel Baswedan, SIK,
M.H. yang didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal
23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober
2020.

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 3
Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan
tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal
31 Januari 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 3
Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima
oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020. Selain
itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr.
Maruarar Siahaan, S.H. yang menyampaikan keterangan tertulis
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7
September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan
pada tanggal 9 September 2020 (selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga
menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang
waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling lambat tanggal 1
Oktober 2020 [vide Risalah Persidangan tanggal 23 September
2020], sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan;
Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan
didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September
2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan  Korupsi (Dewan Pengawas KPK) telah
menyampaikan  keterangan tertulis yang diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan
didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 September
2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta
telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR,
keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan
Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK, keterangan ahli para
Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi para
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Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para
Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan
tertulis Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK sebagaimana
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah
selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalii permohonan para
Pemohon.

Pengujian Formil

[3.17]

[3.18]

Menimbang bahwa terhadap permohonan penguijian formil terkait
UU 19/2019 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei
2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB dan telah dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum
tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 a
guo.Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams
mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang
pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 a qguo;
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada
pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019
telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para
Pemohon dalam perkara @ guo mengenai pengujian formil
konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan
menurut hukum;
Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan penguijian
materiil.

Pengujian Materiil

[3.19]

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok

permohonan lebih lanjut, Mahkamah perlu menegaskan kembali

beberapa hal penting berkenaan dengan pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan KPK adalah dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, yakni terkait dengan pemberantasan
tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara,
perekonomian negara, dan menghambat pembangunan
nasional. Sementara lembaga yang menangani perkara tindak
pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien
dalam memberantas tindak pidana korupsi.
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2. Menimbang mengenai independensi KPK, telah
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19
Desember 2006, halaman 269 yang menyatakan: dianggap
dibacakan.

Pertimbangan tersebut dipertegas kembali dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017,
bertanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19] dan Paragraf
[3.22], yang menyatakan: seterusnya dianggap dibacakan.

3. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011,
Paragraf [3.25] menyatakan: selanjutnya dianggap
dibacakan.

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkkan yang pada
pokoknya menyatakan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU
19/2019 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 karena
posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan
melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya
akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi. Terhadap dalil para Pemohon & guo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon
mengenai norma Pasal 1 angka 3 UU 19/2019, penting
bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu
kedudukan pasal @ guo dalam kaitan dengan pasal-
pasal lainnya. Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 pada
pokoknya merupakan bagian dari Ketentuan Umum
yang mengatur mengenai definisi KPK yang
selengkapnya menyatakan dianggap dibacakan. Dalam
UU sebelumnya [Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberatansan Tindak Pindana
Korupsi (UU 30/2002)], definisi/pengertian KPK tidak
ditempatkan dalam Pasal 1 tetapi terakomodasi dalam
ketentuan Pasal 3 UU 30/2002. Sementara itu, oleh
pembentuk undang-undang juga dirumuskan norma
yang secara substansial merupakan pengertian KPK
dalam Pasal 3 UU 19/2019, yang selengkapnya
menyatakan selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam
kaitan inilah, seolah-olah terdapat dua rumusan
definisi/pengertian yakni sebagaimana yang termaktub
dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU 19/2019. Jika
memang benar hal demikian yang dimaksud oleh
pembentuk undang-undang maka di antara keduanya
tidak dibolehkan menimbulkan pengertian yang tidak
sejalan, sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam
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Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UU 12/2011), angka 107 menyatakan dan seterusnya
dianggap dibacakan. Pertanyaannya adalah apakah
definisi/pengertian tersebut telah lengkap dan tidak
menimbulkan pengertian ganda.

Setelah mempelajari secara saksama rumusan
definisi Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 terdapat frasa
“melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi”. Sementara itu, jika dikaitkan
dengan rumusan definisi Pasal 1 angka 4 UU 19/2019
yang selengkapnya menyatakan bahwa selanjutnya
dianggap dibacakan.Hal tersebut menunjukkan bahwa
dalam pengertian “Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi” dengan sendirinya telah tercakup sekaligus
pengertian pencegahan dan pemberantasan. Walaupun
dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 kata
“pemberantasan” tidak ditulis dengan huruf kapital,
namun dalam batas penalaran yang wajar dimaksud
yang terkandung adalah sebagaimana yang tersurat
dalam Pasal 1 angka 4 UU 19/2019. Apalagi dalam
Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 menyebutkan secara
eksplisit kata “pencegahan” yang dapat mereduksi
makna pemberantasan tindak pidana korupsi seolah-
olah hanya berupa pencegahan, padahal makna dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi juga meliputi
“penindakan” dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
penyelamatan keuangan negara. Dengan demikian,
kata “pencegahan” yang dimaktubkan dalam Pasal 1
angka 3 UU 19/2019 merupakan rumusan yang
sesungguhnya mereduksi pengertian pemberantasan itu
sendiri. Selain itu, jika Pasal 1 angka 3 UU 19/2019
tetap menjadi bagian dari Pasal 1 (Ketentuan Umum)
maka substansinya seharusnya sejalan dengan Pasal 3
UU 19/2019 yang menegaskan bahwa KPK adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat “independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun”. Artinya, rumusan demikian
mengandung kekurangan karena tidak sejalan dengan
Pasal 3 UU 19/2019, terutama dengan tidak
dinyatakannya tugas dan wewenang pemberantasan
tindak pidana korupsi dan penegasan sifat independen
dan bebas dari kekuasaan manapun. Di mana,
kekurangan substansi dimaksud merupakan unsur
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[3.20.2]

esensial dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
dan apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran yang
wajar membiarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU
19/2019 tanpa membuatnya sejalan dengan ketentuan
Pasal 3 UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam memahami secara utuh KPK sebagai
lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsinya
yang Dberkaitan dengan kekuasaan kehakiman
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD
1945. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan
akan menyatakan terhadap Pasal 1 angka 3 UU
19/2019 harus dinyatakan inkonstitusional secara
bersyarat sepanjang tidak  dimaknai = “Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya
disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun”.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 3
UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Bahwa sejalan ... selanjutnya berkenaan dengan dalil
para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas
frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam
ketentuan Pasal 3 UU 19/2019 yang dikhawatirkan para
Pemohon akan melemahkan independensi kelembagaan
KPK. Berkenaan dengan dalil tersebut, selain
Mahkamah telah mempertimbangkan keberadaan Pasal
3 UU 19/2019 dalam kaitannya dengan konstitusional
bersyarat ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 19/2019 dalam
Sub-paragraf [3.20.1], Mahkamah juga telah
menegaskan dalam  putusan-putusan  Mahkamah
Konstitusi, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan
bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun
adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan
ataupun tekanan dari pihak manapun. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat erga omnes
yang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
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diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk
umum (vide Pasal 47 UU MK), oleh karenanya
keberlakuan putusan Mahkamah tidak dapat hanya
dimaknai secara kontekstual atau tekstual sebagaimana
dalil para Pemohon terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 karena putusan a
guo berlaku dan mengikat kepada siapapun. Bahkan,
Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang
terkait dengan permohonan a quo, in casu mengenai
kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-
putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan
dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan
eksekutif” dalam Pasal 3 UU 19/2019, menurut
Mahkamah tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan
wewenang KPK menjadi terganggu independensinya
karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang
kekuasaan eksekutif, /n casu Presiden sebagaimana hal
tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 UU
30/2002 vyaitu, "KPK bertanggung jawab kepada publik
atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada
Presiden, DPR dan BPK”. Penyampaian laporan kepada
Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung
jawab kepada Presiden. Hal ini yang menjadi salah satu
karakter dari keberadaan lembaga negara yang
independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya dengan
pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, terkait
dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula
dalam Penjelasan Pasal 3 UU 19/2019 adalah kekuatan
yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK
atau anggota Komisi secara individual dari pihak
eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang
terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau
dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan
apapun.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU
19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada
pokoknya norma dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan
Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 20D ...
28D ayat (1) UUD 1945 karena penyadapan, penggeledahan,
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dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro Justitia sehingga

tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-

tindakan dalam pasal a guo diberikan kepada Dewan Pengawas.

Terhadap dall para Pemohon & qguo, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa berdasarkan Pasal 12 UU 19/2019, penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan  merupakan
kewenangan yang diberikan undang-undang kepada
KPK dalam pelaksanaan proses peradilan (pro Justitia).
Terkait dengan penyadapan, Mahkamah dalam
beberapa putusan sebelumnya telah memberikan
pertimbangan, antara lain, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006,
bertanggal 19 Desember 2006, menyatakan:
selengkapnya atau selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011,
menyatakan: dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah
tersebut di atas, penyadapan pada dasarnya
merupakan perbuatan yang melawan hukum yang
dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi),
namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum
ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang
dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

[3.21.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU
19/2019  penyadapan yang dilakukan KPK harus
mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah
terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai
kedudukan Dewan Pengawas berdasarkan UU 19/2019.
Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari
internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna
mencegah terjadinya penyalahgunaan
kewenangan.Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan
Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi
pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam
pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas
tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga
dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya
tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam
menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana
pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.19] di
atas, KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan
yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh
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kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK
melakukan penyadapansebagai bentuk perampasan
kemerdekaan orang (hak privasi), yang merupakan
bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan
yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada
Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak
dapat dikatakan sebagai pelaksanaan checks and
balances karena pada dasarnya Dewan Pengawas
bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana
kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya
tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro
Justitia. Dewan Pengawas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang dimaksud. Dalam konteks itu, faktor
integritas semata-mata tidak bisa dilaksanakan tanpa
adanya kontrol dari pihak lain. Dalam batas penalaran
yang wajar adanya kontrol tersebut adalah piranti
untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan
penyimpangan (abuse of power) sepanjang tidak
berkenaan dengan kewenangan judisial (pro Justitia).
Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas,
Mahkamah perlu untuk menegaskan, adanya kewajiban
Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan
Pengawas dalam melakukan penyadapan, tidak saja
merupakan bentuk campur tangan (intervensi)
terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang
melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum, akan
tetapi lebih dari itu merupakan bentuk nyata tumpang
tindih kewenangan dalam penegakan hukum,
khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya
hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak
hukum. Sebab, tindakan-tindakan penegakan hukum
yang di dalamnya mengandung upaya-upaya paksa
yang kerap Kkali beririsan dengan perampasan
kemerdekaan orang/barang adalah tindakan yang
hanya bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum
yang secara kelembagaan telah tertata dalam
pelembagaan criminal justice system. Dalam perspektif
pelembagaancriminal justice system penting bagi
Mahkamah untuk menegaskan bahwa sebagai salah
satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara
hukum maka dalam proses penegakan hukum hanya
memiliki sistem pelembagaan criminal justice system
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yang kesemuanya berada dalam tatanan pro Justitia
yang menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi
yang berbeda-beda) di antara komponen penegak
hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum,
yaitu: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan,
putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta
pemberian bantuan/jasa hukum. Secara universal,
criminal justice system diterapkan di negara manapun
dan tidak satu pun negara yang benar-benar menyebut
sebagai negara hukum membuka kemungkinan
keberadaan institusi ekstra yudisial yang bersifat ad Aoc
sekalipun diberi kewenangan yudisial/pro Justitia.
Bahkan, sekalipun terdapat negara yang memiliki model
criminal justice system yang berbeda, namun pada
prinsipnya yang tidak berbeda adalah memberikan
kewenangan pro Justitia kepada lembaga yang bukan
dari lembaga yang memiliki kewenangan yudisial,
apalagi melakukan intervensi baik langsung atau tidak
langsung terhadap institusi penegak hukum. Sebagai
contoh, di Indonesia kewenangan pro Justitia hanya
dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK
(yang memiliki fungsi penegakan hukum). Dengan kata
lain, dalam negara hukum yang sesungguhnya tidak
dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun
terhadap institusi hukum tersebut, termasuk di
dalamnya tidak boleh ada lembaga yang bersifat extra-
legal/ekstra yudisial yang diberikan kewenangan
yudisial/pro Justitia, karena keberadaan lembaga yang
bersifat extra-legal dengan kewenangan demikian
tersebut merupakan ancaman bagi independensi
lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya dapat
melemahkan eksistensi prinsip negara hukum.

Bahwa selanjutnya juga penting dipertimbangkan,
oleh karena berkenaan dengan tindakan penyadapan
sangat terkait dengan hak privasi seseorang maka
penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup
ketat. Artinya, terkait dengan tindakan penyadapan
yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa
adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan
dalam bentuk izin yang berkonotasiada intervensi dalam
penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada
Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi
sub-ordinat dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu,
Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang
dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari
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Dewan Pengawas namun cukup dengan
memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang
mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama
dengan pertimbangan hukum berkaitan dengan izin
atas tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh
KPK pada pertimbangan hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut
di atas, dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan
oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana
ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU 19/2019
maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan
inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi
yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) UU 19/2019 tidak relevan lagi untuk
dipertahankan dan harus dinyatakan pula
inkonstitusional. = Dengan  demikian, = Mahkamah
berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019
adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan
Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan
yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU
19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa
“dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas”
dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula
dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai
menjadi “diberitahukan kepada Dewan Pengawas”.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.21.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang
mempersoalkan  konstitusionalitas  penggeledahan
dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas
sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU
19/2019, menurut Mahkamah, dikarenakan tindakan
penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK adalah
juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia
sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf
[3.21.2] di atas maka izin dari Dewan Pengawas yang
bukan merupakan unsur aparat penegak hukum
menjadi tidak tepat karena kewenangan pemberian izin
tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan
yudisial/pro Justitia. Oleh karena tidak diperlukan lagi
izin dimaksudmaka pertimbangan Mahkamah terkait
kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberian izin

60



[3.21.4]

[3.21.5]

penyadapan sebagaimana dipertimbangkan pada
Paragraf [3.21.2] di atas mutatis mutandis berlaku
pula sebagai pertimbangan hukum untuk
mempertimbangkan dalil para Pemohon berkenaan
dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 47 ayat (1) UU
19/2019. Selanjutnya, oleh karena berkenaan dengan
penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan
lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa
pemberitahuan maka konsekuensi yuridisnya sepanjang
frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam
Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi
“dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.
Begitu pula dengan ketentuan norma Pasal 47 ayat (2)
UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para
Pemohon, namun oleh karena tidak ada relevansinya
lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan
inkonstitusional.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut
di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU
19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
Bahwa oleh karena Dewan Pengawas tidak memiliki
kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap
penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang
dilakukan oleh KPK sebagaimana dipertimbangkan pada
Sub-paragraf [3.21.2]dan Sub-paragraf [3.21.3] di
atas maka menurut Mahkamah, konsekuensi yuridis
terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b
UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang
kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin
penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang
dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan
inkonstitusional. Dengan demikian dalil para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf
b UU 19/2019 beralasan menurut hukum.
Bahwa untuk menghindari adanya penyalahgunaan
wewenang terkait dengan tindakan penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan
dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Pengawas, menurut Mahkamah, terkait dengan
penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan
tersebut, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan
Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sejak penyadapan dilakukan, sedangkan terhadap
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penggeledahan dan/atau penyitaan diberitahukan
kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan
dan/atau  penyitaan.  Selanjutnya,  berdasarkan
ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan
penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) vyaitu
diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat
dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan
penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera
melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua
pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan
demikian, tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan
oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan
Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas
dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang
cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua
pengadilan negeri.

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan yang
pada pokoknya menyatakan norma Pasal 24 dan Pasal 45A ayat
(3) huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagian pegawai KPK
yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk
menjadi pegawai ASN, terutama bagi mereka yang telah berusia
35 tahun sehingga akan kehilangan pekerjaannya atau setidak-
tidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK serta
berpotensi terjadinya kekosongan jabatan dalam KPK sehingga
menghambat kinerja KPK. Para Pemohon mendalilkan juga dengan
status kepegawaian KPK sebagai pegawai ASN maka terjadi
dualisme pengawasan, vyaitu oleh KASN dan oleh Dewan
Pengawas KPK yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
dan keadilan. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi
Mahkamah terlebih dahulu mencermati secara keseluruhan pasal-
pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak
hanya terbatas pada Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3) huruf a UU
19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon inkonstitusional.
Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah
ditentukan nomenklatur Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai aparatur sipil negara. Bertolak pada ketentuan ini diatur
lebih lanjut status kepegawaian KPK sebagai aparatur sipil negara
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(ASN) dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan:
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggap dibacakan.

Jika dipelajari secara saksama substansi Pasal 24 UU
19/2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan
kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK,
terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK
menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada Ketentuan
Peralihan UU 19/2019 yang muatannya berkenaan dengan
penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum
yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap
undang-undang yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan
Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya
kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan
ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat
transisional atau bersifat sementara (vide angka 127 Lampiran II
UU 12/2011).

Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan
Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain
peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka
yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan
jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon.
Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK
yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019
mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan
untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus
pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai KPK
pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
yang dimaksud tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) berikut peraturan
pelaksananya.

Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak
hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah
diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara
yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di
kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak
berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan
tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak
hukum. Lebih lanjut, berkenaan dengan status sebagai pegawai
ASN bagi pegawai KPK sama sekali tidak menghilangkan
kesempatan bagi mereka untuk berserikat dan berkumpul
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sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan dimaksudkan untuk semata-mata mencapai tujuan
KPK dalam desain pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan usia pegawai KPK
yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para
Pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya
menjadi pegawai ASN karena adanya ketentuan vyang
menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. usia paling rendah 18
(delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
pada saat melamar” [videPasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai
Negeri Sipil (PP11/2017)]. Ketentuan yang dirujuk para Pemohon
tersebut memang benar adanya namun diberlakukan bagi setiap
warga negara Indonesia yang akan melamar sebagai PNS atau
pegawai ASN. Sementara, bagi pegawai KPK secara hukum
menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh
karenanya dalam UU 19/2019 ditentukan waktu untuk
dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK
adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan
dengan mekanisme penyesuaian tersebut telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan
Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020), yang secara
substansial desain pengalihannya telah ditentukan mulai dari:
pemetaan ruang lingkup pegawai KPK (apakah berstatus pegawai
tetap atau pegawai tidak tetap); tahapan pengalihannya dengan
melakukan penyesuaian jabatan pada KPK saat ini; identifikasi
jenis dan jumlah pegawai KPK; pemetaan kesesuaian kualifikasi
dan kompetensi serta pengalaman pegawai dengan jabatan ASN
yang akan diduduki; pelaksanaan pengalihan pegawai apakah
akan menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK); serta menetapkan kelas jabatannya (vide Pasal 4 PP
41/2020). Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah
berusia 35 tahun atau lebih tidak berarti mereka akan kehilangan
kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS
atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja
pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan
kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam
Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan
penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat
sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara).
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Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK
menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh
karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya
pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah
ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya
Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut
tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi
ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan
tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di
KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
tidak diragukan.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan pengalihan status pegawai
KPK sebagai pegawai ASN, para Pemohon tanpa memberikan
argumentasi  persoalan  konstitusionalitas norma  namun
mengkhawatirkan akan terjadinya dualisme pengawasan, yaitu
pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh
Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan keadilan. Berkenaan dengan apa yang
dikhawatirkan para Pemohon ini, penting pula bagi Mahkamah
menjelaskan terlebih dahulu ihwal KASN, bahwa KASN ini adalah
lembaga nonstrukturalyang mandiri dan bebasdari intervensi
politikuntuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan
berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral,serta
menjadi perekat dan pemersatu bangsa (vide Pasal 27 UU
5/2014). Pembentukan KASNiniuntuk monitoring dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar
dapat dijamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan
terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Sistem merit ini menjadi salah satu “spirit” diubahnya UU
kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem
tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakandan manajemen
ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (vide Pasal 1 angka 22
dan Penjelasan Umum UU 5/2014). Lebih dari itu, pengawasan
oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di
lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga
negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh
karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai
ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling
melengkapi.
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[3.23]

Selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan norma
Pasal 45A ayat (3) huruf a UU 19/2019 yang akan menimbulkan
ketidakpastian dan ketidakadilan karena mengatur syarat
pemberhentian penyidik KPK disebabkan oleh diberhentikannya
sebagai ASN. Namun, para Pemohon tidak menguraikan dengan
jelas letak pertentangan norma pasal @ gquo dengan UUD 1945.
Selain hanya mengkhawatirkan adanya kekosongan jabatan.
Sebagaimana pertimbangan hukum di atas, sebagai konsekuensi
beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka
pengaturan pemberhentian ASN dalam UU 5/2014 dan peraturan
pelaksananya berlaku sepenuhnya bagi penyelidik atau penyidik
KPK dan pegawai KPK tanpa ada yang dikecualikan. Pasal 45A UU
19/2019 pada pokoknya mengatur mengenai syarat yang harus
dipenuhi untuk pengangkatan penyidik KPK yang statusnya dalam
Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 sebagai ASN. Dengan sendirinya
apabila penyidik diberhentikan sebagai ASN maka diberhentikan
pula dari jabatannya sebagai penyidik KPK. Pemberhentian PNS
tersebut dapat karena diberhentikan dengan hormat atau
diberhentikan tidak dengan hormat (vide Pasal 87 UU 5/2014).
Dengan demikian jika terpenuhi penyebab diberhentikannya PNS
baik dengan hormat atau tidak dengan hormat maka jabatan
apapun yang melekat pada diri PNS tersebut ikut berhenti, /n casu
jabatan sebagai penyidik KPK.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil
para Pemohon yang menyatakan Pasal 24 dan Pasal 45A ayat (3)
huruf a UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada

pokoknya norma Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya frasa “yang
penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian
hukum karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses
yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana

penghitungan waktu akan dimulai. Terhadap dalil para Pemohon a

guo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa desain prosedur sistem peradilan pidana yang
ditata dalam KUHAP meliputi: a) tahap pra-ajudikasi; b)
tahap ajudikasi; c) tahap purna ajudikasi. Pada masing-
masing tahapan tersebut, aparatur penegak hukum
bekerja sesuai dengan kewenangannya, namun tetap
dalam bingkai sistem peradilan pidana (criminal justice
system) yang bertujuan menjaga kemurnian penegakan
hukum materiil. Penegakan hukum sesuai dengan
norma atau kaidah yang dijamin dalam hukum formil

66



bertujuan, antara lain, melindungi harkat dan martabat
manusia yang disangka, didakwa atau divonis
melakukan suatu tindak pidana, menjaga
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan
pemerintah, menjaga kesamaan sikap antara aparat
penegak hukum pada masing-masing tahapan
penyelesaian perkara pidana agar tidak terjadi
disparitas.

Pada tahap pra-ajudikasi, aparatur penegak
hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan
penyelidikan adalah penyelidik, baik penyelidik dari
kepolisian, kejaksaan atau penyelidik PNS, termasuk
penyelidik KPK, untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal
5 KUHAP menyatakan penyelidik berwenang untuk
menentukan  dapat tidaknya perkara tertentu
ditingkatkan pada tahap penyidikan (tahap ajudikasi).
Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut
seorang penyelidik dapat melakukan tindakan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Pada
tahap ajudikasi yang berwenang  melakukan
penanganan perkara adalah penyidik, penuntut umum,
hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Penghentian penyidikan adalah salah satu kewengan
yang dimiliki penyidik (Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP).
Norma yang sama juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1)
UU 19/2019 yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Menurut para Pemohon norma dimaksud

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

dengan alasan sebagai berikut:

a) bahwa pemberian kewenangan penghentian
penyidikan dan/atau penuntutan di dalam UU
19/2019 akan menimbulkan ketidakpastian hukum
karena beberapa alasan;

b) Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 yang menyebut frasa
“yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”
akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai.
Apakah sejak penyidikan ataukah sejak penuntutan;

c) penghentian penyidikan dan penuntutan yang
didasarkan pada parameter waktu (2 tahun) tidak
selesainya penyidikan dan penuntutan suatu
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perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian
hukum dan melanggar hak konstitusional
tersangka. Lain halnya jika yang dimaksud sebagai
penghitungan  penghentian  penyidikan dan
penuntutan adalah sejak ditetapkannya status
tersangka;

d) alasan penghentian penyidikan dan penuntutan
yang dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019
bertolak  belakang atau  setidaknya tidak
bersesuaian dengan maksud dari ketentuan Pasal
40 ayat (4) UU 19/2019, yang menyatakan:
“Penghentian penyidikan dan penuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
apabila ditemukan bukti baru yang dapat
membatalkan alasan penghentian penyidikan dan
penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan”.

[3.23.2] Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon di atas,

sekalipun petitum para Pemohon menghendaki
Mahkamah menyatakan Pasal 40 UU 19/2019
bertentangan dengan UUD 1945, namun setelah
mencermati  esensi  alasan-alasan = mengajukan
permohonan (posita/fundamentum petend)), inti yang
dipersoalkan oleh para Pemohon adalah
konstitusionalitas frasa “yang penyidikan  dan
penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun” karena  menimbulkan
ketidakpastian hukum. Sebab, menurut para Pemohon
tidak jelas sejak kapan penghitungan waktu 2 (dua)
tahun tersebut, apakah sejak penyidikan atau sejak
penuntutan.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut di
atas, salah satu asas peradilan adalah peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan, serta sesuai dengan
salah satu prinsip hukum formil, penegakan hukum
harus sekaligus melindungi hak asasi manusia (due
process of law). Sejalan dengan itu Pasal 5 UU 19/2019
menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya KPK berdasar pada: a) kepastian
hukum; b) keterbukaan;... f) penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Menurut para Pemohon norma yang
memberikan  kewenangan kepada KPK untuk
menghentikan  penyidikan  dan/atau  penuntutan
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terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya
tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
sejak kapan penghitungan waktu akan dimulai, sejak
penyidikan atau sejak penuntutan. Ketidakpastian
hukum tersebut dapat melanggar hak konstitusional
tersangka. Lebih lagi norma Pasal 40 ayat (1) UU
19/2019 bertolak belakang atau setidaknya tidak
bersesuaian dengan maksud Pasal 40 ayat (4) UU
19/2019, bahwa penghentian penyidikan dan/atau
penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila
ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan
penghentian penyidikan dan/atau penuntutan atau
berdasarkan putusan praperadilan. Menurut Mahkamah,
adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk
melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana
diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 adalah
suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai
suatu lembaga yang extra ordinary yang berwenang
menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau
penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan
bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang
harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam
batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua)
tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan
penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan
bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan
hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila
telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara
tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak
menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan
praperadilan.

Selanjutnya, berkenaan dengan SP3 ini,
Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya telah
berpendirian bahwa KPK tidak memiliki kewenangan
untuk mengeluarkan/menerbitkan SP3 adalah
konstitusional, namun demikian dengan
mempertimbangkan adanya fakta-fakta empirik yang
terjadi di KPK telah ternyata banyak perkara yang
pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun
perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan
sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian
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hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam putusan a
guo, dapat memahami ketentuan adanya diskresi dalam
norma Pasal 40 UU 19/2019 yang memberikan diskresi
kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Namun demikian
Mahkamah perlu menegaskan apabila ditemukan bukti
yang cukup KPK harus membatalkan alasan
penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga
terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan
ke pengadilan [vide Pasal 40 ayat (4) UU 19/2019].
Dalam hal ini, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 19/2019
haruslah dipandang sebagai dorongan bagi KPK untuk
bekerja secara optimal dalam mendapatkan bukti
sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai
tersangka pada dasarnya harus dilimpahkan ke
pengadilan. Oleh karena itu diskresi penerbitan SP3
tidak menjadi pilihan yang menyulitkan KPK dalam
desain besar agenda pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
kekhawatiran para Pemohon mengenai tidak adanya
kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya
SP3 sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU
19/2019 adalah beralasan menurut hukum sepanjang
frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP)".

Bahwa sebagai konsekuensi vyuridis Dewan
Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial
(pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa
“harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling
lambat 1 (satu) minggu” sebagaimana termaktub dalam
Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan
inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi
“diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat
14 (empat belas) hari kerja”.

[3.24] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional norma
Pasal 1 angka 3, Pasal 12B, frasa “dipertanggungjawabkan kepada
Dewan Pengawas" dalam Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1)
huruf b, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun”dalam Pasal 40 ayat (1), frasa “harus dilaporkan
kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu” dalam
Pasal 40 ayat (2), frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”
dalam Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019
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17.

[3.25]

[3.26]

tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai konsekuensi
yuridisnya maka dalam hal terdapat “Penjelasan” terhadap pasal-
pasal @ guo harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang
tidak disesuaikan dengan putusan a guo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon berkenaan
dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan
Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 beralasan menurut hukum secara
bersyarat. Sedangkan, dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan
Pasal 12B dan Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya. Sementara itu, Pasal 12C ayat
(2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara
bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 12B
UU 19/2019 inkonstitusional. Begitu pula dengan Pasal 47 ayat (2)
UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara
bersyarat sebagai konsekuensi dengan dinyatakannya Pasal 47
ayat (1) UU 19/2019 inkonstitusional. Selanjutnya, berkaitan
dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan
menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon
selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh
karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan

di atas,

[4.1]
[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

Mahkamah berkesimpulan:

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a gug;

Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan
masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil;

Para Pemohon memiliki kedudukan hukumuntuk mengajukan
permohonana quo;

Pokok permohonan pengujian formil mutatis mutandis berlaku
pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan tidak
beralasan menurut hukum;

Pokok permohonan pengujian materiil beralasan menurut hukum
untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
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Dalam Pengujian Formil:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pengujian Materiil:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang
semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan
Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
“"Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun”.

Menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas
dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan
kepada Dewan Pengawas”. Sehingga, Pasal 12C ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

n
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Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “"Penyadapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai
dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai
dilaksanakan”, menjadi selengkapnya berbunyi “Penyadapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah
selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan
kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.
Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan
penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan
dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan
penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang
penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP).”

Menyatakan frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling
lambat 1 (satu) minggu” dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
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mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan
Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”. Sehingga, Pasal
40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula
berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas
paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat
perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”, menjadi
selengkapnya  berbunyi  “Penghentian penyidikan dan
penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat
perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

7. Menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” dalam
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas”.
Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang
semula berbunyi, "“Dalam proses penyidikan, penyidik dapat
melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan
Pengawas”, menjadi selengkapnya berbunyi “Dalam proses
penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan
penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan
Pengawas.”

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra,
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Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu,
selesai diucapkan pukul 16.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak
Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang
mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 71/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan
oleh:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Sebagai--------=====-====mmmm e ee Pemohon I;
2,3,4,5, 6, 7, dianggap dibacakan.
8. Satria Adhitama Sukma
Sebagai - Pemohon VIII;
Selanjutnya disebut sebagai--------- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;
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Membaca kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon
Juga dianggap dibacakan.

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan & quo serta para Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a guo maka selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 huruf e,
Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 19 ayat
(2),Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Bab VA, Pasal 37B
ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU
19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi
yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para
Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1, 2,3, 4,5, 6, sampai angka 7 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18;

Menimbang bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat telah
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan
pada tanggal 3 Februari 2020 beserta keterangan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan
tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal
31 Januari 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 3
Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima
oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2020. Selain
itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaituDr.
Maruarar Siahaan, S.H., yang menyampaikan keterangan tertulis
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7
September 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan
pada tanggal 9 September 2020 (selengkapnya termuat dalam
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[3.11]

[3.12]

[3.13]

bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga

menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang

waktu yang ditentukan Mahkamabh, yaitu paling lambat tanggal 1

Oktober 2020 [vide Risalah Persidangan tanggal 23 September

2020], sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi

telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan

didengar dalam persidangan pada tanggal 23 September 2020

(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan tertulis

yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23

September 2020 dan didengar dalam persidangan pada tanggal

23 September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara), serta telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama

permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan

para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan

Presiden dan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan Pihak

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan keterangan Pihak

Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara

serta kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan  Korupsi, = Mahkamah  mempertimbangkan

permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai
KPK yang tidak diberikan kewenangan menangani
perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena
tidak ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019,
Mahkamah perlu terlebih dahulu  menegaskan
pengaturan TPPU dalam peraturan perundang-
undangan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010)
menyebutkan, “Pencucian Uang adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
Salah satu yang dikualifikasikan sebagai hasil tindak
pidana dalam UU 8/2010 adalah harta kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi [vide Pasal 2 ayat
(1) huruf a UU 8/2010]. Dengan demikian, meskipun
tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan tindak
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pidana yang diatur dalam undang-undang yang
berbeda atau terpisah, namun keduanya memiliki
keterkaitan karena salah satu tindak pidana asal dari
TPPU adalah tindak pidana korupsi. Dalam kaitannya
dengan hal tersebut, Pasal 74 UU 8/2010 secara tegas
juga menyatakan, “Penyidikan tindak pidana Pencucian
Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
menurut Undang-Undang ini.”, yang selanjutnya dalam
Penjelasannya menjelaskan penyidik tindak pidana asal
adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, salah
satunya, penyidik KPK dalam hal apabila menemukan
bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Demikian
pula dalam ketentuan Pasal 75 UU 8/2010 dinyatakan,
“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang
cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan
tindak pidana asal, penyidik menggabungkan
penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak
pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya
kepada PPATK.” Oleh karena itu, sesungguhnya tidak
ada alasan bahwa penyidik KPK tidak mempunyai
kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU
sepanjang masih ada keterkaitan dengan tindak pidana
asal (korupsi) yang sedang ditangani yang secara
teknis kemudian digabungkan dengan TPPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan
hukum di atas, menurut Mahkamah dalam kaitannya
dengan TPPU meskipun tidak disebutkan secara tegas
dalam Pasal 6 huruf e UU 19/2019, namun dengan
sendirinya KPK memiliki kewenangan untuk menangani
perkara TPPU sepanjang tindak pidana asalnya adalah
tindak pidana korupsi. TPPU sebagai tindak pidana
lanjutan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Bahkan, lebih dari itu kewenangan KPK
dalam menangani TPPU tidak hanya dalam penyidikan
namun juga penuntutan. Hal demikian sejalan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014
bertanggal 12 Februari 2015 yang menyatakan jaksa
pada KPK mempunyai kewenangan melakukan
penuntutan TPPU karena penuntut umum merupakan
suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang
bertugas di kejaksaan atau yang bertugas di KPK
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adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang
bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus
dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut
menegaskan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebagaimana
didalilkan para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para
Pemohon a guo adalah tidak beralasan menurut hukum.

19. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

[3.13.2] Bahwa selanjutnya perihal dalil para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 19 ayat (2)
UU 19/2019 yang dikaitkan dengan keberadaan
perwakilan KPK di daerah yang telah dihapus, menurut
Mahkamah  hal tersebut tidak  menyebabkan
terkuranginya ataupun terhalanginya pemberantasan
tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Sekalipun
tidak diatur pembentukan perwakilan KPK di daerah,
tidak berarti mengurangi posisi KPK sebagai extra-
ordinary body dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi. Apalagi, sejak dari awal salah satu tujuan
pembentukan KPK adalah sebagai pemicu dan
pemberdaya institusi yang telah ada dalam
pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Terlebih
lagi, dengan adanya ketentuan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang memberikan
peran serta kepada masyarakat untuk membantu upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk
mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi. Dalam konteks itu, sekalipun kemungkinan
membentuk perwakilan KPK di daerah tidak lagi diatur
dalam UU 19/2019, KPK berpeluang membangun
kerjasama dengan kelompok masyarakat atau
perguruan tinggi yang ada di daerah untuk
berpartisipasi  aktif mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi perihal adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian
melaporkannya kepada KPK. Tidak hanya itu, KPK
berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d UU
19/2019 berpeluang untuk mengoptimalkan
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[3.13.3]

kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi
negara lainnya di daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil

para Pemohon a guo adalah tidak beralasan menurut
hukum.
Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Dewan
Pengawas KPK lebih superior dari Pimpinan KPK dan
keanggotaan Dewan Pengawas KPK yang diangkat dan
ditetapkan oleh Presiden akan menjadikan tugas dan
wewenang KPK sangat terpusat pada Presiden.
Terhadap dalil para Pemohon a qguo, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas KPK dan
Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis,
sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi
keduanya tidak saling membawahi namun saling
bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Apalagi,
beberapa kewenangan Dewan Pengawas KPK telah
dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei
2021.

Adapun mengenai komposisi dan tata cara
pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang diangkat
dan ditetapkan oleh Presiden tidaklah menjadikan KPK
harus bertanggung jawab kepada Presiden karena
dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah dinyatakan bahwa
“Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab
kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan
menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala
kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa
Keuangan”. Apalagi, dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bertanggal 8
Februari 2018 telah ditegaskan bahwa dalam
melaksanakan tugas vyudisialnya KPK  Dbersifat
independen dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasan
manapun. Begitu pula, perihal pengangkatan Dewan
Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan
pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh
Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan
dilakukan melalui proses sebagaimana proses pengisian
pimpinan KPK [vide Pasal 37E UU 19/2019]. Oleh
karena itu kekhawatiran para Pemohon perihal
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[3.13.4]

[3.13.5]

kemungkinan pengaruh yang besar dari Presiden
terhadap independensi KPK adalah hal yang berlebihan.
Demikian pula halnya ketika para Pemohon mengaitkan
dalilnya dengan ketentuan transisi dalam Pasal 69A dan
Pasal 69D UU 19/2019, menurut Mahkamah
berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan
tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru
yang bertujuan untuk menghindari terjadinya
kekosongan hukum, menjamin kepastian, memberikan
perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan mengatur hal-hal bersifat transisional atau bersifat
sementara, karena adanya penggantian Undang-
Undang.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para
Pemohon a guo adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para
Pemohon mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang
dikaitkan dengan masih adanya pimpinan KPK yang
belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan
lainnya. Terhadap hal tersebut seandainya yang
didalilkan para Pemohon adalah benar, Mahkamah
berpendapat persoalan tersebut merupakan kasus
konkret. Namun demikian, karena sifat independensi
yang dimiliki KPK, syarat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 29 UU 19/2019 termasuk ketentuan huruf i
yang menyatakan, “melepaskan jabatan struktural
dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK”
harus dipenuhi oleh pimpinan KPK. Sekiranya terdapat
pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut
menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk
menindaklanjuti pelanggaran dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para
Pemohon a guo adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon
berkaitan dengan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b,
dan Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 telah
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dipertimbangkan dan diputus Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor  70/PUU-XVII/2019,
bertanggal 4 Mei 2021 pukul 16.22 WIB dengan
menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Demikian juga dengan permohonan para Pemohon
terhadap Pasal 12C ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 47 ayat (1) juga telah dipertimbangkan dan
diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei
2021 dengan menyatakan pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan mengikat, secara bersyarat.

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal
10 ayat (1) UU MK, dan selain itu juga bersifat erga
omnes yang artinya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021
berlaku umum, mengikat seluruh warga negara,
termasuk para Pemohon maka permohonan para
Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal
37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2),
dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 telah
kehilangan objek. Terkait pengujian pasal-pasal
tersebut, petitum para Pemohon  memohon
inkonstitusionalitas Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 40, dan
Pasal 47 secara keseluruhan, sehingga masih terdapat
materi/muatan ayat dari pasal-pasal tersebut yang
belum dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor  70/PUU-XVII/2019,
bertanggal 4 Mei 2021, yakni terkait dengan Pasal 12C
ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan
Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019. Namun
demikian, setelah Mahkamah mempelajari secara
saksama permohonan para Pemohon telah ternyata
tidak terdapat uraian terhadap pasal-pasal tersebut
dalam posita permohonan para Pemohon a guo, oleh
karenanya menurut Mahkamah permohonan para
Pemohon terhadap pasal-pasal @ guo menjadi kabur.

Bahwa mengenai kewenangan KPK untuk
melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019 yang juga dimohonkan
para Pemohon, Mahkamah telah memberikan
pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
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Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19
Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011
yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019,
bertanggal 4 Mei 2021 Sub-paragraf [3.21.1], bahwa
menurut  Mahkamah pada pokoknya tindakan
penyadapan merupakan perbuatan yang melawan
hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak
privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara
hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-
undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil para
Pemohon berkenaan dengan pengujian
konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019
adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan

sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil para
Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal
12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah
kehilangan  objek. = Sementara itu, berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat
(3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019
adalah kabur. Adapun berkenaan dengan penguijian Pasal 6 huruf
e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a,
Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

20. KETUA: ANWAR USMAN

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]
[4.2]

[4.3]

[4.4]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a gug;

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonana quo;

Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal
12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah
kehilangan objek;

Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat
(1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat
(3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur;
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[4.5] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 6 huruf e,
Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a,
Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554),dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan
inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B
ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak
dapat diterima.

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P.Sitompul, Arief
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu,
selesai diucapkan pukul 16.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas, dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi.
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PUTUSAN
NOMOR 77/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1.1]

[1.2]

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai .............cccccveeenen. Pemohon I;

2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, dianggap dibacakan.

12. Yusuf Rahmat, S.Sos.

Selanjutnya disebut sebagai ...............ccccveeen. Pemohon XII;
Para Pemohon mengajukan atau diwakili oleh kuasa hukum

masing-masing sebagaimana tersebut dalam putusan ini.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut

sebagai ....... Para Pemohon.

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden Republik

Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi

Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden Republik

Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Korupsi.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
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21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]

dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon

[3.3]
[3.6]

dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
Permohonan a guo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan & guo,
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal
12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B
ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3),
Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2),
Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK, dan Pasal 51A
ayat (5) huruf a dan huruf b, serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan
juga Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU
12/2011, para Pemohon  mengemukakan  argumentasi
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk
Perkara yang dapat dikelompokkan ke dalam dua isu hukum yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 dan angka 2 dianggap dibacakan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon
mohon kepada Mahkamah agar:

1, 2, 3, seterusnya sampai dengan angka 7 dianggap
dibacakan karena sebagaimana termuat dalam Petitum
Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 (selengkapnya termuat
dalam bagian Duduk Perkara) dan tidak mengajukan saksi/ahli;
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan
pada tanggal 3 Februari 2020 dan keterangan tertulisnya yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan
tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31
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Januari 2020 dan didengar keterangannya dalam persidangan
pada tanggal 3 Februari 2020 serta keterangan tertulis tambahan
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni
2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli,
yaitu Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang menyampaikan
keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 7 September 2020 dan didengar keterangannya
dalam persidangan pada tanggal 9 September 2020
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara
itu, Presiden juga menyerahkan Kesimpulan yang diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah
melewati tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling
lambat 1 Oktober 2020 (vide Risalah Persidangan tanggal 23
September 2020), sehingga Kesimpulan tersebut tidak
dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan
didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23
September 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk
Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan  Korupsi (Dewan Pengawas KPK) telah
menyampaikan  keterangan tertulis yang diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2020 dan
didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 23
September 2020, serta telah menyerahkan Kesimpulan yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September
2020 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR,
keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan
Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK, keterangan ahli Presiden,
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan
kesimpulan tertulis Pihak Terkait Dewan Pengawas KPK,
sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara,
Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
para Pemohon.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan
saksama permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan
dengan konstitusionalitas norma-norma Pasal 12B ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat
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[3.15]

(1), dan Pasal 47 ayat (2), UU KPK ternyata telah diputus melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, tanggal

4 Mei 2021, di mana dalam amar putusan perkara tersebut pasal-

pasal @ guo telah dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu

sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma pasal-pasal
tersebut harus dinyatakan tidak ada lagi dan/atau bukan lagi
merupakan bagian dari UU KPK secara utuh. Dengan demikian
terhadap permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan
inkonstitusional norma pasal-pasal dimaksud telah kehilangan

objek. Sedangkan berkenaan dengan norma Pasal 12C ayat (1),

Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3) UU KPK. Sementara itu

berkenaan dengan dalil para Pemohon berkaitan dengan

inkonstitusionalitas norma Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat

(4) UU KPK, setelah dicermati Mahkamah, permohonan a guo

tidak ada konsistensi antara Posita dan Petitum. Sebab, dalam

Posita para Pemohon mempersoalkan inkonstitusionalitas Pasal

69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK. Sedangkan dalam

Petitum para Pemohon memohon agar Pasal 69A ayat (1) dan

Pasal 69A ayat (4) UU KPK dinyatakan inkonstitusional. Oleh

karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan a guo adalah

kabur.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional
norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), ayat (3), ayat (4),
Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat
(2), UU KPK adalah kehilangan objek.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon

berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 51A ayat (5) dan

Pasal 57 ayat (3) UU KPK ... diulangi, UU MK, di mana para

Pemohon memohon agar Pasal 51A ayat (5) UU MK dimaknai

tetap berlaku konstitusional sepanjang frasa “mengabulkan

Permohonan Pemohon” dimaknai mencakup juga “mengabulkan

Permohonan Pemohon untuk sebagian”. Sedangkan terhadap

Pasal 57 ayat (3) UU MK apabila dirumuskan secara sederhana

oleh Mahkamah, sesungguhnya yang diinginkan oleh para

Pemohon adalah tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai

mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:

a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan atau tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan...” atau “tidak
diartikan...”;

b. menyatakan bahwa frasa "..” dalam materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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[3.16]

Indonesia Tahun 1945 atau tetap berlaku konstitusional
sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”;

Terhadap permasalahan inkonstitusionalitas norma Pasal 51A
ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK yang dipersoalkan oleh para
Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan
saksama ternyata hal yang dimohonkan oleh para Pemohon
sesungguhnya pada esensinya adalah bagian dari bunyi amar
putusan yang sangat dimungkinkan dapat terjadi dengan
mencakup sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon.
Sebab amar putusan pada dasarnya adalah refleksi dari
pertimbangan hukum. Terlebih hal yang berkaitan dengan
pemaknaan sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon
dalam Pasal 51A ayat (5) UU MK, vyaitu “mengabulkan
Permohonan pemohon untuk sebagian” adalah hal yang sudah
sering dilakukan oleh Mahkamah dalam amar-amar putusannya.
Sedangkan berkenaan dengan rumusan amar putusan
sebagaimana yang diinginkan para Pemohon berkaitan dengan
Pasal 57 ayat (3) UU MK hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi,
namun demikian apabila Mahkamah mengikuti rumusan amar
sebagaimana diinginkan para Pemohon, maka hal tersebut justru
akan mempersempit pemaknaan rumusan amar putusan yang
berkaitan dengan Pasal 57 ayat (3) UU MK itu sendiri. Sebab,
apabila Mahkamah akan membuat rumusan amar putusan lain
selain seperti yang dimohonkan para Pemohon harus dilakukan
permohonan pengujian terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi
terhadap norma Pasal 57 ayat (3) UU MK tersebut secara
berulang-ulang, maka hal tersebut justru dapat terhalang dengan
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), padahal secara
substansial permohonannya dimungkinkan beralasan menurut
hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional
norma Pasal 51A ayat (5) dan Pasal 57 ayat (3) UU MK adalah
tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon
berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d
dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, apabila dirumuskan
secara sederhana oleh Mahkamah, yang diinginkan oleh para
Pemohon adalah tetap berlaku konstitusional sepanjang dimaknai
mencakup juga putusan dengan rumusan sebagai berikut:
a. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan atau tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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[3.17]

Indonesia Tahun 1945 sepanjang “diartikan...” atau “tidak
diartikan...”;

b. menyatakan bahwa frasa "..” dalam materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau tetap berlaku konstitusional
sepanjang “diartikan...” atau “tidak diartikan...”;

Terhadap  permohonan para Pemohon  berkenaan
inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23
ayat (1) huruf b UU 12/2011 & guo, setelah Mahkamah
mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, ternyata
masih berkaitan erat dengan permohonan para Pemohon
berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 51A ayat (5)
dan Pasal 57 ayat (3) UU MK yang telah dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sebagai konsekuensi
yuridisnya terhadap permohonan para Pemohon a guo juga tidak
ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih
pada hakikatnya ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan
Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 dapat bersifat fleksibel
dalam arti frasa “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”
yang dimaksudkan dalam norma & guo adalah menindaklanjuti
semua jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berakibat,
antara lain adanya perubahan ataupun pemberlakukan norma
secara bersyarat serta ketiadaan sebuah norma karena dinyatakan
inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional
norma Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU
12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan

hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan para

Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47

ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK adalah kehilangan objek.

Sementara itu berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal

51A ayat (5) huruf a dan huruf b dan Pasal 57 ayat (3) UU MK

serta Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU

12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan

berkenaan dengan Pasal 69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU

KPK adalah kabur.
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23. KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,

Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan a quo;

[4.3] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas norma Pasal
12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B
ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), dan Pasal
47 ayat (2) UU KPK adalah kehilangan objek;

[4.4] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas norma Pasal
69A ayat (1) dan Pasal 69A ayat (4) UU KPK adalah kabur;

[4.5] Pokok Permohonan sepanjang inkonstitusionalitas norma Pasal
51A ayat (5) serta Pasal 57 ayat (3) UU MK, dan Pasal 10 ayat (1)
huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011 adalah tidak
beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi dan;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan
inkonstitusionalitas norma Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2),
Pasal 12B ayat (3), Pasal 12B ayat (4), Pasal 37B ayat (1) huruf b,
Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 69A ayat (1), dan Pasal 69A
ayat (1)[Sic!] UU KPK tidak dapat diterima;

2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul,
Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P.
Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan Belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu,
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selesai diucapkan pukul 17.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan
oleh:

1. Ricki Martin Sidauruk

2. Gregorianus Agung

Selanjutnya disebut sebagai ==================-- Para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden Republik

Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi

Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden Republik

Indonesia;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM
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Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Para Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

[3.9]

[3.10]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma

Pasal 43 ayat (1) sepanjang kata ‘dapat’ UU 19/2019, para

Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada

pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian

duduk perkara):

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya,

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti P-1A, bukti P-1B, bukti P-2, bukti P-3A, bukti P-

3B, dan bukti P-4.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama

dalil-dalil para Pemohon di atas, keterangannya dalam

persidangan beserta bukti-bukti yang diajukan, keterangan DPR,
keterangan Presiden (Pemerintah) beserta keterangan ahli

Presiden (Pemerintah), keterangan Pihak Terkait Komisi

Pemberantasan Korupsi, keterangan Pihak Terkait Dewan

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan kesimpulan Pihak

Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi,

Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok

permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh

para Pemohon sebagaimana dalam Paragraf [3.7] di atas, maka

permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh

Mahkamah adalah apakah kata ‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) UU

19/2019 dapat bermuatan “Penyelidik Komisi Pemberantasan

Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi

pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi,

dan/atau khalayak umum”. Namun, sebelum mempertimbangkan
permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

[3.10.2] Bahwa sebagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, bertanggal 23
Oktober 2012, salah satu pertimbangan yang menjadi
dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
menurut Penjelasan UU KPK adalah sebagai berikut,
dianggap dibacakan;
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[3.10.3] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-
IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011, telah menegaskan
KPK adalah lembaga negara independen yang diberi
tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta
melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara
korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain.
Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK
sebagai lembaga negara yang khusus memberantas
korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan
kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja
secara profesional, independen, dan
berkesinambungan;

[3.10.4] Bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda
penting di Indonesia, karena praktik korupsi yang
semakin mengkhawatirkan, bukan hanya merugikan
keuangan negara, perekonomian negara, dan
menghambat pembangunan, melemahkan institusi-
institusi, dan nilai-nilai demokrasi, namun juga merusak
mentalitas bangsa. Semakin maraknya tindak pidana
korupsi yang melibatkan segala lapisan masyarakat,
membuat penanganan  korupsi harus semakin

dioptimalkan, berkejaran dengan semakin
berkembangnya modus dan perilaku korup di
Indonesia;

Bahwa dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar
bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat
hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal
dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan
maksud Konsiderans Menimbang Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: a, b, c
dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Penjelasan UU 19/2019,
meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap
kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua
Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan
sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan
cara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa;
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Dari Konsiderans dan Penjelasan Umum UU
19/2019 tersebut nampak bahwa KPK hadir sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan melakukan
koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta
bertugas menangani kejahatan yang luar biasa, karena
itu harus didukung dengan instrumen hukum yang tidak
konvensional yang disiapkan untuk mendukung KPK
agar dapat bekerja lebih optimal;

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.10.5] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-
019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, dan
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor
31/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, telah
menegaskan kedudukan KPK sebagai lembaga yang
constitutionally important. dan seterusnya dianggap
dibacakan.

Sebagai lembaga yang secara konstitusional
penting maka KPK diberikan kekhususan dalam
menjalankan tugasnya, karena diharapkan batasan-
batasan yang konvensional tidak lagi mempersulit
langkah KPK dalam melakukan upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi. KPK disebut sebagai lembaga
yang dianggap penting secara konstitusional, namun
KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibatasi oleh
peraturan perundang-undangan dalam menjalankan
kewenangannya. Meskipun tindak pidana korupsi
merupakan kejahatan luar biasa, hal ini tidaklah serta-
merta menyebabkan KPK menjadi lembaga yang
superbody. Kendatipun dalam hal-hal tertentu KPK
diberi kekhususan oleh Undang-Undang;

Dalam konteks ini, penting ditegaskan bahwa
sistem penegakan hukum pidana di Indonesia
merupakan rangkaian keterikatan ... keterkaitan antara
lembaga penegak hukum yang ada dengan perangkat
hukum  pendukungnya. KPK adalah  lembaga
independen namun tidak dapat berdiri sendiri dalam
menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya
pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan
lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu,
upaya penguatan lembaga penegak hukum, baik KPK
maupun lembaga penegak hukum lain menjadi penting.
Selain itu, upaya penguatan dimaksud tidak hanya dari
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[3.11]

[3.12]

segi instrumen hukum pendukungnya, namun juga dari

sumber daya aparat penegak hukum yang

melaksanakan fungsi lembaga dimaksud.
Menimbang bahwa secara yuridis, tindak pidana korupsi
menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan
masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai demokrasi,
merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan
berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak
pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tindak
pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan
biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar
biasa (extra ordinary crimes). Oleh karena itu, dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi
dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra ordinary);

Berdasarkan uraian tersebut, pemberantasan korupsi harus
dilakukan secara luar biasa karena korupsi dapat membahayakan
negara, sehingga pengaturannya harus diatur secara khusus.
Sebagaimana dalam sistem pembentukan undang-undang,
undang-undang dibuat selain berdasarkan asas-asas yang bersifat
umum juga dapat dibuat berdasarkan asas-asas yang sifatnya
khusus, seperti /ex specialis derogat legi generalis (undang-
undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang
yang sifatnya umum);

Apabila dilihat dari original intent pembentukan UU 19/2019
memang dimaksudkan kedudukan UU 19/2019 sebagai /ex
specialis terhadap KUHAP. Dengan kedudukan demikian
sebagaimana yang dikehendaki pembentuk Undang-Undang, Pasal
43 ayat (1) UU 19/2019 merupakan ketentuan yang mengatur
sendiri penyelidik yang ada di KPK. Kedudukan UU 19/2019
sebagai /ex specialis menunjukkan rasionalitas hukum bahwa KPK
memang diberi instrumen khusus dalam menjalankan tugas
memberantas korupsi.

Menimbang bahwa penyelidik dan penyidik dalam proses
penegakan hukum memiliki peran ... memiliki peran sentral dan
strategis, terlebih-lebih bagi KPK. Dalam upaya penguatan
lembaga penegak hukum, lini penyelidikan dan penyidikan
menjadi titik sentral untuk mendapat perhatian agar diperkuat,
baik sumber daya aparat penegak hukumnya maupun instrumen
hukum pendukungnya. Demikian juga sebaliknya, upaya
pelemahan sebuah lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK,
yang paling mudah adalah dengan cara melemahkan lini
penyelidikan. KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak akan
berjalan jika lini penyelidikan lumpuh akibat kekurangan sumber
daya. Minimnya jumlah penyelidik yang tidak sebanding dengan
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[3.13]

beban kerja yang harus diselesaikan akan menghambat kinerja
KPK sebagai lembaga yang diharapkan dapat bekerja profesional
secara optimal.

Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon,
permasalahan yang harus dijawab adalah apakah Penyelidik KPK
yang hanya diperbolehkan berasal dari kepolisian, kejaksaan,
instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana
diatur dalam Pasal 41 .. 43 ayat (1) UU 19/2019 adalah
inkonstitusional. Sebab, menurut para Pemohon berdasarkan
ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, menyatakan:

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi ... Penyelidik
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian,
kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi
Pemberantasan Korupsr;

Dan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, menyatakan:

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan
penyelidikan;

Oleh karena itu menurut para Pemohon berdasarkan
ketentuan di atas tidak terbuka kemungkinan untuk dapat
diangkat menjadi penyelidik dari khalayak umum atau orang di
luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU
19/2019 dan Pasal 1 angka 4 KUHAP. Sementara syarat untuk
dapat diangkat menjadi penyelidik diatur dalam ketentuan Pasal
43A UU 19/2019, yang menyatakan: seterusnya dianggap
dibacakan.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah
mempertimbangkan, ketentuan 43 ayat (1) UU 19/2019 di atas
mengatur bahwa Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian,
kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi
Pemberantasan Korupsi. Norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019
memberikan pembatasan bahwa penyelidik KPK hanya dapat
berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya,
dan/atau internal KPK. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelidik
KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi di luar sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Oleh karena
itu kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut bukan ditujukan untuk
subjek hukum di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam
pasal @ guo, akan tetapi merupakan bentuk pilihan bahwa
penyelidik KPK hanya dapat dibenarkan direkrut dari subjek
hukum yang berasal dari lembaga/instansi sebagaimana secara
limitatif telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019
tersebut.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keterkaitan norma Pasal
43A ayat (1) UU 19/2019 dengan norma Pasal 43 ayat (1) UU
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[3.14]

19/2019, sebagaimana yang dimohonkan penguijiannya oleh para
Pemohon, adalah ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019
merupakan syarat lanjutan untuk dapat diangkat menjadi
penyelidik KPK setelah terpenuhinya syarat utama, yaitu bahwa
subjek hukum yang diusulkan menjadi penyelidik KPK adalah
berasal dari lembaga/instansi sebagaimana yang telah ditentukan
dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan kata lain, bahwa
untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK haruslah terpenuhi
syarat komulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1)
UU 19/2019 dan sekaligus Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019.
Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para Pemohon
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU
19/2019, penyelidik KPK seolah-olah dapat direkrut dari khalayak
umum hanya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1)
UU 19/2019 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan ... bahwa berdasarkan ...
saya ulangi, pertimbangan penyelidik KPK secara limitatif dibatasi
hanya berasal dari lembaga/instansi sebagaimana telah ditentukan
tersebut di atas, hal tersebut tidak dapat dipisahkannya dengan
ketentuan bahwa penyelidik adalah merupakan jabatan yang
melekat pada status kepegawaian yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pegawai yang akan diangkat menjadi penyelidik harus
terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai pada salah satu
lembaga/instansi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43
ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, setelah yang
bersangkutan menjadi pegawai salah satu dari lembaga/instansi
tersebut baru dapat diangkat menjadi penyelidik KPK sepanjang
memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019. Hal
demikian menegaskan bahwa tidak terbuka ruang/kesempatan
bagi pihak dari luar selain yang disebutkan di atas dapat menjadi
penyelidik KPK hanya sekedar karena memenuhi syarat
sebagaimana ditentukan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019, kecuali
yang bersangkutan terlebih dahulu diterima sebagai pegawai pada
salah satu lembaga/instansi tersebut di atas.

Menimbang bahwa, sementara itu mengenai dalil para Pemohon
yang mengaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang
menyatakan bahwa Penyelidik hanya berasal dari pejabat polisi
negara. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan
bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah norma yang
mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum sebagaimana
sifat dari KUHAP yang berlaku secara /ex generalis derogat legi
specialis, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019
bersifat /ex specialis derogat legi generalis. Di mana pemberlakuan
UU 19/2019 adalah bersifat khusus yang di dalamnya terkandung
adanya kewenangan yang diberikan secara khusus untuk lembaga
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26.

[3.15]

[3.16]

KPK sebagai extra ordinary organ. Oleh karena itu, dalam konteks
tersebut mengingat kewenangan KPK yang mempunyai peran
sentral sebagai salah satu lembaga pemberantasan tindak pidana
korupsi diberikan kewenangan secara khusus berkenaan dengan
perekrutan penyelidik KPK yang dapat berasal baik dari dalam
maupun luar kepolisian, tidak terbatas pada sebagaimana yang
diberikan Pasal 1 angka 4 KUHAP.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,
menurut Mahkamah telah jelas bahwa penyelidik KPK
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019
harus hanya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, intansi
pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, dan menurut
Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri
pegawainya untuk menjadi penyelidik di samping pegawai dari
lembaga/instansi lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43
ayat (1) UU 19/2019 yang memenuhi syarat sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 43A ayat (1) UU a quo

Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar
ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut dapat
mengakomodir khalayak umum tanpa ada pembatasan, hal
tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan khalayak umum
termasuk para Pemohon untuk menjadi penyelidik pada KPK.
Sebab, keinginan para Pemohon untuk dapat menjadi penyelidik
pada KPK dapat saja terpenuhi sepanjang para Pemohon terlebih
dahulu menjadi pegawai KPK dan hal tersebut sangat tergantung
pada terpenuhi atau tidak syarat sebagaimana yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para
Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal
43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
adalah tidak beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan

di atas,

[4.1]
[4.2]

Mahkamah berkesimpulan:

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a gug;

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
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[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul
17.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Wilma Silalahi
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Pihak
Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia.

PUTUSAN
NOMOR 59/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PengujianFormil
dan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsiterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Sholikhah, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
dianggap dibacakan.

22 Marojahan Simanjuntak, S.H.
100



Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXII;
yang semuanya bersama-sama selanjutnya disebut sebagai -----
para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonanpara Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membacaketerangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Presiden/Pemerintah;

2.DUDUK PERKARA
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap telah dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwapara Pemohon mengajukan permohonan
penguijian formil UU 19/2019 dan pengujian materiil Pasal 21 ayat
(1) huruf a UU 19/2019, yang surat permohonannya diterima
Mahkamah pada hari Senin, 30 September 2019. Dalam Sidang
Pendahuluan tanggal 14 Oktober 2019, para Pemohon
menerangkan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
belum diundangkan. Namun kemudian dalam perbaikan
permohonan bertanggal 25 Oktober 2019 vyang diterima
Mahkamah pada tanggal yang sama, para Pemohon telah
mencantumkan nomor UU a guo serta menyerahkan pula salinan
UU 19/2019 sebagai alat bukti (vide Bukti P-13). Sehingga dalam
Sidang Pendahuluan tanggal 28 Oktober 2019, dengan agenda
memeriksa perbaikan permohonan, dalam permohonan para
Pemohon telah tercantum nomor dari UU yang dimohonkan
pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 ... sori, Nomor
6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945;

Bahwa berkenaan dengan permohonan a guo, dalam waktu
yang tidak terlalu lama dari pengajuan perkara a guo, Mahkamah
menerima beberapa permohonan pengujian UU 19/2019 yang
diregistrasi sebagai Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, Perkara
Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019,
Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 77/PUU-
XVII/2019, dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sehingga,
dengan mempertimbangkan adanya kesamaan Undang-Undang
yang dimohonkan pengujiannya baik pengujian formil maupun
materiil yakni UU 19/2019 maka Mahkamah selanjutnya ... maka
Mahkamah melanjutkan pemeriksaan permohonan perkara Nomor
59/PUU-XVII/2019 bersama-sama dengan perkara-perkara yang
lain. Karena itu Mahkamah dapat memahami bahwa permohonan
pengujian yang diajukan para Pemohon baik untuk penguijian
formil dan materiil adalah pengujian atas UU 19/2019 terhadap
UUD 1945. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut di atas
maka terhadap perkara a quo terdapat kondisi kekhususan yang
oleh Mahkamah menjadi alasan untuk melakukan penggabungan
perkara yang diajukan oleh para Pemohondengan perkara-perkara
lainnya yang khususnya berkaitan dengan pengujian formil,
sehingga terhadap perkara a guo Mahkamah tidak relevan lagi
mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan.
Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo;

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para
Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian
konstitusionalitas proses pembentukan UU 19/2019 dan
pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU
19/2019. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 menyatakan,
diangap telah dibacakan.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga
negara, mahasiswa program pascasarjana Magister IImu
Hukum Universitas Islam As-Syafi‘iyah sekaligus advokat (vide
Bukti P-1.a sampai dengan Bukti P-25.c), dirugikan hak
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[3.6]

konstitusionalnya karena  kesalahan  prosedur dalam
pembentukan UU 19/2019 akan melahirkan peradilan sesat.
Selain itu, para Pemohon mendalilkan adanya Dewan
Pengawas yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU
19/2019 berpotensi mengurangi independensi KPK sehingga
akan melemahkan KPK;
3. 3...poin4,5, 6,7, dan 8, dianggap telah dibacakan.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon IV dan
Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a guo;
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo, sekalipun Pemohon I, Pemohon II, Pemohon
III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX,
Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon
X1V, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII,
Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, dan Pemohon XXII
tidak memiliki kedudukan hukum, namun dikarenakan Pemohon
IV dan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan & quo maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok Permohonan

[3.7]

[3.8]

Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohonkan
dua bentuk pengujian, yaitu pengujian formil dan pengujian
materiil. Dalam hal pengujian formil, para Pemohon pada
pokoknya mendalilkan pembentukan UU 19/2019 tidak memenuhi
ketentuan UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan (UU 12/2011) sehingga memohon kepada Mahkamah
agar UU 19/2019 dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan,
dalam hal pengujian materiil, para Pemohon mendalilkan
keberadaan Dewan Pengawas yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a UU 19/2019 berpotensi mengurangi independensi KPK
yang berakibat akan melemahkan KPK sehingga para Pemohon
meminta kepada Mahkamah agar Pasal 21 ayat (1) huruf a UU
19/2019 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan daliinya para
Pemohonmengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1.a sampai dengan bukti P-25.c, serta mengajukan Ahli
bernama Prof. Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D.;
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[3.9]

[3.10]

[3.11]

[3.12]

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada pokoknya
menerangkan bahwa pembentukan UU 19/2019 telah sesuai
dengan tata cara atau prosedur pembentukanUndang-Undang
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU 12/2011. Terkait
dengan Dewan Pengawas, DPR menerangkan bahwa Dewan
Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau
lembaga yang berada di luar KPK yang dapat memengaruhi KPK
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan
Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang
bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan. Untuk mendukung keterangannya
Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan dokumen pendukung
yang diberi tanda Lampiran I sampai dengan Lampiran IX;
Menimbang bahwa Presiden pada pokoknya menerangkan
pembentukan UU 19/2019 telah memenuhi prosedur yang
ditentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan
keberadaan Dewan Pengawas, Presiden menerangkan keberadaan
Dewan Pengawas adalah bagian dari mekanisme checks and
balances yang bertujuan di antaranya sebagai kontrol tindakan
pemerintah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan KPK sebagai institusi pelaksana; sebagai upaya
pengembangan sistem pemerintahan yang terkontrol dan
akuntabel demi menghindari ketidakpercayaan masyarakat; serta
sebagai upaya menciptakan sistem transparansi baik dalam
melaksanakan tugas, penggunaan anggaran, serta tingkah laku
para pelaku atau pelaksana pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk mendukung keterangannya, Presiden menyampaikan
dokumen pendukung yang diberi tanda Bukti KP-1 sampai dengan
Bukti KP-9;

Menimbang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah
menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 September
2020, serta keterangan lisan, dalam persidangan 23 September
2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU KPK
melemahkan fungsi dan tugas KPK, terutama dalam kaitannya
dengan keberadaan Dewan Pengawas dan ketentuan mengenai
izin penggeledahan dan/atau penyitaan, serta dihilangkannya
kemungkinan bagi KPK untuk membentuk perwakilan KPK di
daerah;

Menimbang bahwa Dewan Pengawas KPK telah menyampaikan
keterangan tertulis bertanggal 23 September 2020, serta
keterangan lisan, dalam persidangan bertanggal 23 September
2020. Pada pokoknya Dewan Pengawas berpendapat tidak benar
bahwa kewenangan perizinan tindakan pro justitia harus
dilaksanakan oleh lembaga peradilan, demikian pula tidak benar
bahwa kewenangan pemberian izin tindakan penyadapan,
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penggeledahan, dan/atau penyitaan menghambat fungsi dan
kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK;

Pengujian Formil

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon
mengenai pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU
19/2019, pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara
a quo telah diperiksa pula beberapa perkara lain yang
mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian
formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan
oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara
tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena
substansi permohonan pengujian formil yang diajukan para
Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas
pembentukan UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan
pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan
telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga
pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis
sebagai pertimbangan dalam ... pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019a guo. Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan pendapat
berbeda (dissenting opinion), yang pendapat berbeda tersebut
berlaku juga untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-
XVII/2019;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada
pokoknya menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019
telah bersesuaian dengan UUD 1945, maka permohonan para
Pemohon dalam perkara @ guo mengenai pengujian formil
konstitusionalitas UU 19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan
menurut hukum;

Pengujian Materiil

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan Dewan
Pengawas berpotensi mengurangi independensi dan melemahkan
KPK, sehingga Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 yang
mengatur keberadaan Dewan Pengawas harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan pengujian
konstitusionalitas ketentuan tersebut, melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021,
selesai diucapkan pukul 16.47 WIB Mahkamah menyatakan bahwa
permohonan para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas
Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 adalah tidak beralasan
menurut hukum. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 71/PUU-XVII/2019 tersebut secara mutatis
mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan
Nomor 59/PUU-XVII/2019 a quo;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas
Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara a
guo mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU
19/2019 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur
pembentukan UU 19/2019 dalam pengujian formil dan
inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 19/2019 dalam
pengujian materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.

. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon IV dan Pemohon VII memiliki kedudukanhukum untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI,
Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon
XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI,
Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX,
Pemohon XXI, dan Pemohon XXII, tidak memiliki
kedudukanhukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil
mutatis mutandis berlaku pertimbangan hukum perkara Nomor
79/PUU-XVII/2019 dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil
tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya.

5.AMARPUTUSAN
Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X,
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Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon
XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX,
Pemohon XX, Pemohon XXI, dan Pemohon XXII tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk
seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,
Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul,dan Daniel Yusmic P. Foekh,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggaldelapan
bulanApril, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggalsembilan belas
bulanApril, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hariSelasa,
tanggalempat, bulan Mei, tahundua ribu dua puluh satu, selesai
diucapkan pukul17.45WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di
atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera
Pengganti,serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili, dan Pihak
Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang
mewakili.

Baik, kita ini terakhir. Nanti sudah waktunya berbuka, Para Pihak
dipersilakan untuk buka dengan air, ya seadanya. Baik.

PUTUSAN
NOMOR 62/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai -----------==========mmmmmmmn- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
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30.

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

[3.7]

Dalam
[3.8]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamahberwenangmengadili
permohonan a guo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan & guo,
maka selanjutnya Mahkamah akan  mempertimbangkan
permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

Provisi

Menimbang bahwa permohonan, saya ulangi. Bahwa Pemohon
mengajukan  permohonan provisi yang pada pokoknya
menyatakan keberlakuan UU 19/2019 telah menimbulkan pro dan
kontra di masyarakat. Pihak yang kontra mendesak Presiden untuk
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) agar membatalkan keberlakuan UU 19/2019. Sebaliknya,
pihak yang pro mengingatkan Presiden untuk tidak gegabah
menerbitkan Perppu. Polemik yang timbul tersebut sebaiknya
haruslah dihentikan dengan menyerahkan proses penyelesaiannya
melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas di Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Provisi
selama proses pemeriksaan permohonan a guo berlangsung dan
memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan Perpu terkait
dengan keberlakuan UU 19/2019. Terhadap alasan permohonan
provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk
dipertimbangkan karena persoalan pro-kontra atas keberlakuan
suatu undang-undang yang jamak terjadi dalam suatu negara
demokratis. Terlebih permasalahan adanya pro-kontra tidak ada
relevansinya dengan implikasi konstitusionalitas undang-undang a
guo. Oleh karena itu pro-kontra yang dijadikan alasan Pemohon
dalam pengajuan provisi tidak dapat dijadikan alasan bagi
Mahkamah untuk memenuhi permohonan Provisi Pemohon.
Dengan demikian alasan permohonan Provisi harus dinyatakan
tidak beralasan menurut hukum.
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Dalam Pokok Permohonan
Pengujian Formil

[3.9]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan proses pembentukan UU
19/2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3,5 ... 4, 5 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pengujian Materil

[3.10]

[3.11]

[3.12]

[3.13]

[3.14]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 11
ayat (1) undang-undang ... saya ulangi, Pasal 11 ayat (1) huruf a
sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019,
Pemohon mengemukakan dalil-dalii permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan P-10 (sebagaimana selengkapnya
termuat pada bagian Duduk Perkara).

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan
tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang dibacakan dalam
persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2020 yang kemudian
dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2020 (sebagaimana selengkapnya
termuat pada bagian Duduk Perkara).

Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis
yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari
2021 dan mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) yang
dibacakan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Februari 2021.
Selain itu, Mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang
diajukan Presiden yakni Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang
memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7
September 2020 serta didengarkan dalam persidangan pada
tanggal 9 September 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat
pada bagian Duduk Perkara). Sementara itu, Presiden juga
menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 2 Oktober 2020 yang telah melewati tenggang
waktu yang ditentukan Mahkamah yaitu paling lambat tanggal 1
Oktober 2020 (vide Risalah Persidangan tanggal 23 September
2020), sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan.
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak
Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan
keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2020 yang
dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di
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Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23  September 2020
(sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama
permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan, keterangan DPR,
keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden,
keterangan Pihak Terkait Komisi Tindak Pidana Korupsi, bukti
surat/tulisan sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara,
Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
Pemohon.

31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pengujian Formil

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai
pengujian formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019,
pada saat yang bersamaan dengan pemeriksaan perkara a qguo
telah  diperiksa  pula  beberapa perkara lain  yang
mempermasalahkan hal yang sama, yakni mengenai pengujian
formil konstitusionalitas pembentukan UU 19/2019, yang diajukan
oleh pemohon berbeda, di mana putusan atas perkara-perkara
tersebut telah diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, karena
substansi permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon
pada pokoknya berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan
UU 19/2019, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79 dan seterusnya Tahun 2019 yang diucapkan
pada tanggal 4 Mei 2021, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, dan
telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga
pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis
sebagai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 62/PUU-XVII/2019 & guo. Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 tersebut Hakim Konstitusi
Wahiduddin Adams mengajukan pendapat berbeda (dissenting
opinion), yang pendapat berbeda tersebut berlaku juga untuk
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 a guo;

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, yang pada pokoknya

menurut Mahkamah prosedur pembentukan UU 19/2019 telah bersesuaian

dengan UUD 1945, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo

mengenai pengujian formil konstitusionalitas UU 19/2019 harus

dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Pengujian Materiil

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan
oleh berlakunya kata “dan/atau” dalam ketentuan Pasal 11 ayat
(1) huruf a UU 19/2019 yang seharusnya kata “atau” dihilangkan
dan berubah menjadi “dan” sehingga ketentuan Pasal 11 bersifat
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kumulatif, berkenaan dalil Pemohon & quo penting bagi
Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember

2006 telah memberikan pertimbangan hukum berkenaan

dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 11 UU 30/2002 yang

menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Mahkamah perlu

mengutip secara utuh ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019

yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara; dan/atau

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Bahwa penggunaan kata dan/atau dalam merumuskan norma

suatu peraturan perundang-undangan lazim digunakan ketika

hendak merumuskan peraturan yang bersifat kumulatif
sekaligus alternatif, dan terhadap penggunaan kata

“dan/atau” tersebut telah diatur dalam angka 264 Lampiran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, menurut
Mahkamah adanya rumusan kata “dan/atau” sebagai kata
penghubung pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019
setelah akhir kalimat “melibatkan aparat penegak hukum,
Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya
dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau Penyelenggara Negara” harus ditafsirkan
bahwa syarat pada huruf a dan huruf b boleh terpenuhi salah
satu atau keduanya. Adanya persyaratan dalam huruf a dan
huruf b tersebut memberikan kejelasan kepada KPK dalam
melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebagaimana amanat Pasal 6 huruf e UU 19/2019.
Dengan adanya rumusan kata “dan/atau” tersebut KPK dapat
menerapkan secara “kumulatif” atau dapat pula secara
“alternatif”. Namun, jika persyaratan yang ada dalam norma
Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 diakhiri hanya dengan
menggunakan kata “dan” sebagaimana dalil Pemohon maka
KPK baru dapat menjalankan kewenangan Pasal 6 huruf e UU
19/2019 jika kedua unsur tersebut terpenuhi semua atau
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kumulatif (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b), yakni
perbuatan/tindak pidana tersebut harus ada unsur “melibatkan
aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara
negara” dan harus pula ada unsur “menyangkut kerugian
negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.
Hal demikian justru akan menyebabkan berkurangnya
kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan. Sebab, apabila ada pelaku tindak pidana
korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara baru dapat dilakukan tindakan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika nilai kerugian
negara yang diakibatkan minimal Rp1.000.000.000 (satu miliar
rupiah). Sehingga, apabila kurang dari nilai tersebut akan
menjadi kewenangan lembaga lain.

Hal demikian berimplikasi pada peran KPK dalam agenda
pemberantasan korupsi sehingga tidak dapat berjalan secara
optimal. Adanya kata “dan/atau” justru akan mempermudah
bagi KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena
ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat diterapkan secara
bersama-sama maupun berdiri sendiri (kumulatif-alternatif)
dengan huruf b, sehingga parameternya jelas karena
perumusan norma pidananya memenuhi prinsip /ex scripta, lex
certa, lex stricta.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
dalil Pemohon yang menyatakan sepanjang kata “dan/atau”
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 bertentangan
dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan
ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan
ketidakpastian hukumkarena tidak ada ketentuan peralihan
padahal pada saat UU 19/2019 berlaku ada anggota KPK terpilih
berdasarkan syarat dalam UU lama (UU 30/2002) sehingga
dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang
bersangkutan menjadi belum memenuhi syarat usia 50 (lima
puluh) tahun dan akan berakibat dilakukannya seleksi ulang.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a guo, menurut Mahkamah
ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 memang telah mengubah
syarat usia minimum untuk menjadi Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi yang semula dalam UU 30/2002
menyatakan “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh)
tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada
proses pemilihan” berubah menjadi yaitu “berumur sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam
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puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Terkait dengan norma
yang mengatur mengenai batasan usia, Mahkamah dalam
beberapa putusan menyatakan pada pokoknya mengenai batasan
usia minimum merupakan ranah pembentuk undang-undang.

Bahwa terkait dengan perubahan persyaratan usia minimum
apakah akan mengakibatkan dilakukannya proses seleksi ulang
sehingga negara harus menyediakan anggaran untuk itu lagi
sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut
Mahkamah berpendapat persoalan yang didalilkan Pemohon sudah
berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi
ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Termasuk dalam
hal ini, apabila benar ada salah satu calon pimpinan KPK yang
tidak memenuhi usia minimum yang dipersyaratkan dalam UU a
guo hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit, bukan berkaitan
dengan inkonstitusionalitas norma.

Berdasarkan wuraian pertimbangan tersebut, Mahkamah
berpendapat, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal
29 huruf e UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwaberdasarkan seluruh pertimbangan hukum di
atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas prosedur
pembentukan UU 19/2019 dan inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat
(1) huruf a dan Pasal 29 huruf eUU 19/2019 dalam pengujian
materiil adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;

[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan pengujian formil mutatis mutandis berlaku
pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan tidak
beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan pengujian materiil tidak beralasan menurut
hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi Pemohon;
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Dalam Pokok Permohonan:
1. Dalam Pengujian Formil

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Dalam Pengujian Materiil

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputusdalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota,Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,
Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P.
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal
delapan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, dan Rapat
Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal sembilan belas,
bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu,
selesai diucapkan pukul 18.04 WIBoleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi
Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.

Pengucapan putusan selesai. Untuk salinan putusan akan dikirim
kepada Para pihak setelah sidang ini ditutup. Kemudian untuk hardcopy-
nya akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari setelah sidang ini
selesai.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.05 WIB

Jakarta, 4 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001
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Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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